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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Seperti diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum
yang mendasarkan segala kegiatan, kehidupan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku dengan disertai sanksi dan/ atau ancaman bagi barangsiapa yang
melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut,

Salah satu di antara produk hukum nasional yakni Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimuat di dalam Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Berlakunya Undang-Undang Perkawinan di atas. dengan sendirinya
menunjukan kemajuan selangkah di bidang hukum. Demikian pula dalam beberapa
pasal dan Undang-Undang Perkawinan telah dinyatakan secara tegas tentang hai-hal

ang mengakibatkan putusnya perkawinan serta akibatnya menyangkut hak dan
kewjiban antara suami isteri.

Perkawinan pada prinsipnya mempunyai tujuan yang baik, dan tentu pada awal
rencanaan perkawinan tidak seorangpun keluarga, maupun yang bersangkutan
ndiri menginginkan putusnya perkawinan mereka dikemudian hari. Hal ini tampak

t dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan
ancasila dengan menganut prinsip-prinsip kebebasan hidup beragama yang di
lamnya diakui berbagai macam ajaran antara lain, agama Islam, Protestan, Katolik,

indu, dan Budha sehingga perkawinan di samping harus tunduk pada peraturan




hukum positif, juga harus sesuai dengan norma-norma agama dari masing-masing
pthak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat ( | ) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, yang berbunyt : “Perkawinan adalah sah. apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Bertolak dari redaksi pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa peranan
agama, dan kepercayaan dalam rangka peiaksanaan perkawinan di Indonesia
semakin diteguhkan dalam hukum positif yang berlaku yang diatur dalam Undang-
Undang Perkawinan Nasional yang berlaku umum maupun ketentuan-ketentuan
lainnya antara lain Instruksi Presiden Repubiik Indonesia Nomor [ Tahun 199]
tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di mana dalam Buku | Bab I sam[fa/i’
dengan Bab XIX mengatur tentang perkawinan dan akibat hukumnya, termasuk
putusnya perkawinan yang disebabkan oleh beberapa hal.

Perlu disadan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga
vang kekal dan abadi, namun dalam praktiknya hal demikian banyak keluarga atau
gan suami isteri tidak sanggup mempertahankan hal tersebut. Kenyataan
embuktikan apakah melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama grafik
sugatan dan/ atau permohonan cerai cukup tinggt,

Sehubungan dengan persoalan perceraian Pengadilan Negeri atau Pengadilan
gama terdapat perbedaan mengenai pelaksanaan putusan yang telah mempunyai
ekuatan hukum tetap yaitu pada putusan perceraian yang mempunyai kekuatan
ukum tetap di Pengadilan Negeri tetap dilaksanakan oleh pihak yang kalah,

edangkan di Pengadilan Agama pihak yang kalah tidak ada kewajiban untuk




mengikrarkan talak, lagi pula jika selama 6 ( enam ) bulan suami tidak mengtkrarkan
talak, maka penetapannya mentah kembali sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam
pasal 131 ayat ( 4 ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berbunyi :

Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 ( enam ) bulan

terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan
talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

Memperhatikan ketentuan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui
secara jelas dalam praktik menyangkut hak suami gugur untuk mengucapkan ikrar
talak setelah batas waktu yang ditentukan tidak digunakan oleh suami. Untuk itu
penulis akan mencoba melihat apakah suami betul-betul mentaati ketentuan di atas,
khusus kewajibannya sebagai suami isteri, dan anak-anaknya karena ikatan
| perkawinan tetap utuh. Dalam kaitan inilah sehingga penulis akan membahas dalam
‘suatu karya ilmiah dengan judul “PENETAPAN CERAlI YANG TELAH

BERKEKUATAN HUKUM TETAP MENTAH KEMBALI” ( Studi Kasus Terhadap
j Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar ).
1.2 Rumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang masalah tersebut di atas, penulis akan merumuskan
beberapa permasalahan untuk dijadikan acuan dalam penelitian yang dirumuskan
sebagai berikut:

a) Sejauh manakah pelaksanaan kewajiban pengadilan Agama KelasiA

Makassar atas penetapan cerai yang berkekuatan hukum tetap?



b) Apakah ada sanksi bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya
terhadap istri, dan anak-anaknya setelah penetapan cerai yang tt:lﬂ(., 2

berkekuatan hukum tetap mentah kembali? ' g

]
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian

a.  Untuk memperoleh keterangan-keterangan yang jelas
menyangkut pelaksanaan kewajiban Pengadilan Agama Kelas
IA Makassar terhadap penetapan cerai yang telah memepunyai
kekuatan hukum tetap.

b.  Ada sanksi bagi suami yang tidak memenuhi kewajiban atas
penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang mentah
kembali.

1.3.2  Kegunaan Penelitian dalam hal ini adalah :

a. Dengan adanya hasil penelitian di lapangan, diharapkan dapat
memberikan masukan kepada para penegak hukum, dan
masyarakat bahwa penetapan Pengadilan Agama yang telah
berkekuatan hukum tetap mentah kembali, dengan tidak
mengucapkan ikrar talak.

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.




[.4 Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data, dan keterangan guna penyusunan materi skripsi
ini, dilakukan metode penelitian sebagai berikut -
4.1 Penelitian Kepustakaan ( Liberary Research )

Penelitian  kepustakaan dilakukan dengan menggunakan cara
membaca dan menelaah buku-buku ilmiah, mempelajari berkas perkara
vang disoroti, dan tulisan-tulisan lainnya vang ada kaitannya dengan

| materi skripsi vang akan dibahas.
1.4.2 Penelitian Lapangan ( Field Research )
; Untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian sebagai
berikut
a. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang akan dijadikan sumber data adalah
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dengan pertimbangan :
I. Bahwa kasus dan/ atau perkara perdata yang telah mempunyai
kekuatan hukum vyang tetap dicksekusi, sedangkan pada
Pengadilan Agama khusus perkara permohonan cerai talak dalam
tenggang waktu 6( enam ) bulan pihak yang mengajukan
permohonan cerai talak ( suami ) tidak mengucapkan ikrar talak,
maka penetapan tersebut mentah kembali dan poikawinan

kembali utuh




2. Bahwa lokasi penelitian akan membatu penulis, karena lokasinya
dalam Kota Makassar, di samping penulis memiliki literatur
yang metnadai.

3. Penulis adalah status pegawai neger sipil, sehingga dapat
menggunakan waktu penelittan dengan tidak meminggaikan/
mengabatkan tugas pokok sehari-hari.

b. Teknik Pengumpuian Data
Adapun teknik yang dipergunakan untuk penelitian di lapangan
antara lain

1. Angket

Untuk mendapatkan data yang akurat diajukan sejumlah
pertanyaan tertulis kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar yang akan ditentukan pada waktu penelitian.

Data yang diperoleh dari hasil pengajuan angket
selanjutnya dijadikan pedoman untuk mengadakan tanya jawab
kepada hakim dalam lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar.

2. Wawancara

Wawancara atau tanya jawab dilakukan secara langsung
terhadap responden ( hakim ) pada lingkungan Pengadilan

Agama Kelas 1 A Makassar.




1.4.4 Analisis Data
Data yang terkumpul dari hasil penelitian akan dianalisis
secara kuantitatif, kualitatif dan selanjutnya dideskripsikan untuk

dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan.



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Perceraian
Sebelum dikemukakan pengertian perceraian terlebih dahulu dikemukakan

pengertian perkawinan vaitu :

Wirjono Prodjodikoro ( 1994 : 7 ) memberikan definisi sebagai berikut :

“Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan

perkawinan”.

Selanjutnya Tirtodiningrat ( 1963 : 33 ) memberi rumusan perkawinan
isebagai berikut :
Perkawinan adalah perbuatan hukum sipil dan seorang laki-laki dan seorang
perempuan yang sepakat kemauannya mengadakan hubungan yang kekal
dengan maksud menyelenggarakan suatu keluarga dan selanjutnya memenuhi
syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.
Apabila diperhatikan rumusan perkawinan yang dikemukakan kedua ahli
hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu
perjanjian untuk membentuk keluarga serta membina rumah tangga yang kekal dan
abadi berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Pokok
Perkawinan vyang secara khusus mengatur mengenai Syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan maupun proses perceraian dan akibat-akibat hukum

\ainnya sebagai fenomena perbuatan kedua belah pihak setelah perkawinan mereka

berlangsung.
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- Sejalan dengan pengertian perkawinan yang dikemukakan Tirtodini grat di atas,

‘ lebih lanjut Subekti ( 1984 : 23 ) mengatakan sebagai berikut :

‘ “Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang
perempaun untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan
dan hubungan keperdataan , demikian pasal 26 BW™.

Sejalan dengan pernyataan rumusan perkawinan di atas, selanjutnya Badri. R

( 1985 : 14 ) mengemukakan sebagai berikut
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Rumusan perkawinan yang ditegaskan dalam pasai 1 Undang-Undang Nomor |
ahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan dari pasal 1 Undang-Undang
erkawinan dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yakni membentuk
eluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh

enanya kewajiban dari suami isteri untuk saling membantu dan melengkaps satu
engan yang lainnya agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya,
aling membantu dalam mencapai kesejahteraan baik material maupun spritual,

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut perlu adanya

ikaltan lahir batin yang artinya bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan

tan lahir atau ikatan batin saja, tetapi kedua ikatan itu sekaligus harus ada karena
| pa adanya ikatan lahir dalam suatu perkawinan, maka ikatan batin akan rapuh.

!

bab dalam taraf permulaan untuk mengadakan hubungan antara pria dan wanita,



 ikatan batin ini didasari dengan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk dapat
hidup bersama, dan terjalin ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri dalam suatu
perkawinan.

Perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama, adat istiadat, sehingga
perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahiriah melainkan Juga mempunyai unsur
batiniah. Pada prinsipnya unsur batiniah mempunyal peranan yang sangat penting
dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal serta hubungannya untuk mendapat
keturunan.

Undang-undang pokok perkawinan telah menentukan pula suatu prinsip dan/
tau azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
asalah perkawinan yang berlandaskan hukum agama masing-masing serta aliran
epercayaannya.

Bilamana ditinjau dari segi hukum, maka perkawinan merupakan ikatan
rjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang mempunyai tujuan
ertentu. Perkawinan dipandang dari sudut hukum perdata sebagimana ditegaskan di
lam pasal 26 KUH Perdata, maka menurut hemat penulis ketentuan ini tidak
crbeda dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor
Tahun 1974 yakmi perkawinan dapat dilaksanakan sepanjang sudah memenuhi
yarat-syarat yang ditetapkan undang-undang dan masing-masing agama yang hendak
elangsungkan perkawinannya.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan perkawinan periu adanya ikatan Iahir batin

nlara pasangan suami isteri yang berarti bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup




dengan adanya ikatan lahiriah atau batiniah saja, melainkan kedua ikatan itu sekaligus
ada karena tanpa adanya ikatan lahir dalam suatu perkawinan, maka ikatan batin
menjadi rapuh. Sebab di dalam taraf permulaan untuk mengadakan hubungan antara
pria dengan wanita, ikatan batin dengan adanya kemauan yang sungguh-sungguh
untuk hidup bersama, maka terjalinlah ikatan iahir dan batin antara suami isteri dalam
suatu perkawinan yang sekaligus menjadi pondasi dan kebahgiaan seumur hidup.
Untuk menciptakan kerukunan dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga
tentu harus diusahakan agar kedudukan dan hak suami isteri harus seimbang, artinya
suami memikul tanggung jawab dan kewajiban mengurus kepentingan rumah
tangganya. Dengan adanya kerukunan dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga
akan menghasilkan generasi yang sehat, yang nantinya merupakan potensi
pembangunan yang kuat pula. Oleh karena dalam suatu keluarga diperlukan adanya
iman dari semua anggota keluarganya dengan cara memperkokoh kehidupan
ragama sebagimana dimaksud dalam pasal | Undang-Undang Nomor | Tahun
P9‘?4.
Dalam hubungan ini, Soetojo. R, dkk ( 1986 : 13 ) mengatakan sebagai berikut:
“Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang
wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara™.
Jika diperhatikan pernyataan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Soctojo. R.
kawan-kawan memandang perkawinan dari segi hukum perjanjian semata, beliau
idak menghubungkan dengan keyakinan dan/ atau agama masing-masing yang

rkepntingan.



Dalam hubungan ini pula Lely Niwan ( 1987 : 2 ) mengatakan bahwa :

Perkawinan itu terdiri dari 3 ( tiga ) unsur pokok sebagai berikut :

I. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

wanita.

2. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

3. Perkawinan berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Memperhatikan pendapat Lely Niwan tersebut di atas, menurut hemat penulis,
beliau tidak memberikan pengertian perkawinan secara khusus melainkan
menjelaskan lahirnya suatu perkawinan serta tujuan perkawinan. Oleh sebab itu

pendapat Lely Niwan seirama dengan ketentuan dari pasal 1 Undang-undang Nomor

I Tahun 1974 yaitu unsur-unsur perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa

perkawinan adalah suatu lembaga sosio- yuridis, akan tetapi jika perkawinan itu lepas -

dari pengertian hidup bersama artinya dipandang dari sudut ilmu Biologi, maka
perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita hanyalah hubungan
biologis atau lebih dikenal dengan istilah persetubuhan yang pada dasarnya bertujuan
untuk mendapatkan keturunan.
i Lepas dari persetubuhan dari suatu pengertian menurut hemat penulis, ini
dalah merupakan pelengkap pengertian perkawinan. Contohnya adalah hidup
rsama. Hidup bersama bukanlah merupakan rumusan perkawinan, melainkan
juan yang seyogianya dipertahankan oleh kedua belah pihak yang kawin. Dengan
emikian pengertian perkawinan secara riil adalah persetubuhan yang dilakukan oleh
eorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah kawin, sedangkan perkawinan

ecara formal adalah formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh kedua belah

thak yang bersangkutan maupun dari keluarga kedua belah pihak.
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Selanjutnya Muhammad Yunus ( 1984 : 61 ) memberikan definisi perkawinan
atau nikah sebagai berikut : “Pengertian nikah adalah salah satu hubungan
seksualitas™.

Pernyataan Muhammad Yunus di atas didukung pula oleh Hazairin ( 1982 :
61 ) dengan mengatakan bahwa ;

“Inti suatu perkawinan itu adalah hubungan seksual, oleh karena itu tidak ada
nikah ( perkawinan ) btlamana tidak ada hubungan seksuat™.

Mencermati pernyataan kedua ahli hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan
bahwa mereka melihat perkawinan itu dan segi kenyataan atau rl yang wajar
r:lilakukan oleh pasangan suami isten yang telah melangsungkan pernikahan. Sejalan
Pdengan uraian di atas, M. Idris Ramulyo ( 1986 : 16 ) mengatakan bahwa :
“Perkawinan itu adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang
laki-laki dengan seorang wanita”.

Definisi perkawinan yang dikemukakan oleh M. ldns Ramulyo di atas,
rnenurut hemat penulis walaupun tidak begitu mendasar mengenai unsur-unsur yang
rerdapat dalam rumusan perkawinan akan tetapi terdapat satu unsur yang mengatakan

pahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang lahir dan undang-undang

hingga dalam hal ini bukanlah perikatan jual beli, sewa menyewa dan lain
bagainya.
Perkawinan merupakan perikatan atau perjanjian yang persyaratan

T:elaksanaannya maupun pengaturannya ditentukan oleh undang-undang. Lebih dan

13




juga telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada pasal 115 dirumuskan sebagai
berikut :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah

pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak™.

Berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, maka sudah diketahui bahwa perceraian dalam ajaran
Islam diperbolehkan sepanjang perselisihan kedua belah pihak tidak dapat - '3‘} -
Edidamaikan oleh pengadilan agama. Sedangkan perceraian dipandang dari segi - .
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga diperbolehkan seperti
ditegaskan dalam pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Yo. Pasal
115 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor ! Tazhun 1991, menyatakan
bahwa:
“Perceratan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang
berwewenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
Percerian adalah merupakan perbuatan yang mulanya tidak pernah

Hibayangkan oleh kedua belah pihak baik suami ister: maupun pihak keluarga dari

kedua belah pihak. Namun demikian menyangkut putusnya perkawinan karena
pberceraian juga diperbolehkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi

Hukum Islam jika tujuan perkawinan tidak dapat dipelihara dengan batk dalam arti
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sepanjang perkawinan selalu cekcok dalam membina kelangsungan rumah tangga
yang pada akhimya terjadilah suatu proses yang tadinya harus dipenuhi kedua belah
pthak yakni hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan suami istert.

Namun demikian sekiranya pasangan suami isteri hanya menimbulkan
kegelisahan dan keresahan sangat wajar pula jika mereka memilih bercerai daripada
selalu bertengkar dalam membina kelangsungan hidup berumah tangga.

Sebelum dikemukakan proses pelaksanaan perceraian terlebih dahulu
dikemukakan latar belakang sehingga terjadinya perceraian. Dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 Yo. Pasal 113 Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1991, secara tegas dikemukakan bahwa perkawinan putus karena -

a. kematian

. perceraian

. atas keputusan pengadilan

Ketiga unsur tersebit di atas, masing-masing merupakan hal yang sangat
sensial mendasari suatu pemisahan suami isteri dalam perkawinan karena unsur
ematian adalah kehendak Allah terhadap hambah-Nya yang tidak satupun manusia
engelak dani kematian yang menyebabkan putusnya perkawinan. Demikian pula
rcerian terjadi karena oleh beberapa faktor antara lain faktor biologis, faktor
isikolgis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor ekonomi. Faktor-faktor

ersebut saling kait mengakit atau dengan kata lain tidak berdiri sendiri dalam

emicu keretakan rumah tangga.

18




Uraian-uraian yang secara detail tentang faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi keretakan hidup berumah tangga ( suami isteri ) adalah sebagai
berikut ;

a. Faktor biologis sebagai alasan perceraian artinya salah satu pthak pasangan suami
isteri menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan
kewajibannya, misalnya suami mengidap penyakit impotensi susah mendapatkan
keturunan. Di mana suami mengambil inisiatif menceraikan isterinya, dan
inisiatif itu dapat dibenarkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

b. Faktor fisikologis juga menentukan scorang suami untuk menentukan
kemampuan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Faktor ini jika tidak dipenuhi tentunya berpengaruh dalam rumah tangpa,
khususnya terhadap isteri dan anak-anak, sehingga tidak menutup kemungkinan
tejadt percekcokan yang mengarah kepada perceraian.

Faktor psikologis merupakan keadaan dibutuhkan pasangan suami isteri dalam
membina kehidupan rumah tangga secara wajar, maka harus sehat mental di
samping sehat fisik. Dalam hal ini bilamana pasangan suami isteri vang
mengidap penyakit jiwa yang berkepanjangan akan melahirkan masalah di dalam
kelangsungan hidup rumah tangga. Keadaan seperti itu bila tidak dilandasi dengan
keimanan, ketabahan, dan kesabaran akan menimbuikan problema baru yang
mengarah kepada terjadinya perceraian antara suami isteri.

Faktor sosiologis, di mana masalah ini dapat menimbulkan banyak aspek vang

mewarnai  kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri berkenaan dengan faktor
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sosiplogis. Kemajemukan yang merppakan suatu kenyataan di dalam berbagai
bidang, dan harus diterima oleh pasangan suami isteri untuk menumbuhkan cikal
bakal atau benih-benih masalah sosiologis. Perbedaan budaya, perbedaan
keyakinan, perbedaan strata sosial, perbedaan ekonomi semua akan membawa
dampak pada wawasan berpikir dan prinsip yang berbeda Apabila masing-
masing pihak ( suami isteri ) bertghan pada prinsip, dan tidak berusaha
menyesuaikan atau memperkecil prinsip/ perbedaan yang ada, mdka
keharmonisan hidup berumah tangga sangat sulit dicapai suami isteri.

¢. Faktor ekonomis dalam suatu rumah tangga kenyataannya mempunyai peranan
yang luas dan penting, sebab fakior ekonomis sangat didukung oleh saling
pengertian yang baik dan terbuka antara pasangan suami isteri. Di samping itu
bertambah kuatnya keadaan ekonomi yang biasanya melahirkan hasrat/ keinginan
bagi suami untuk kawin lebih dan satu, hal ini sering pula menjadi pangkal
pertentangan antara suami isteri yang berakhir dengan perceraian.

Perceraian dipandang dari segi Ajaran Islam ada kalanya wajib, sunnah,
aram, makruh dan harus, maka menurut H. Aminullah ( 1980 - 88 ) mengatakan
bagai berikut :

. Wajib karena tidak terdapat penyesuaian lagi walaupun sudah diusahakan.
- Sunnat ialah kalau suami tidak akan dapat membelanjai isterinya sedang ia
tampil tak sabar dengan apa yang ada.
3. Haram yaitu menceraikan isteri yang kita ceraikan yang sucinya, sedang ia
belum hamil. Tetapi kalau telah tampak hamilnya tidaklah haram.
4. Makruh artinya kurang disukai agama dan perasaan yaitu menceraikan
isteri pada keadaan selain yang tersebut tadi.

5. Harus, yaitu menceraikan perempuan yang tidak diingini suaminya lagi,
serta tak suka memberi belanjanya.

Bt
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Kembali pada proses percearaian, maka tentu pengajuan gugatan atau
permohonan cerai harus didasari dengan alasan-alasan yang kuat, sebab perceraian
sesungguhnya merupakan alternatif terakhir di dalam upaya membina rumah tangga
oleh suami isteri. Menurut Ajaran Islam sebagaimana telah diuraikan terdahulu
bahwa percearaian itu dapat dilakukan dengan alasan ketidak sesuaian yang selalu
menimbuikan percekcokan terus-menerus. Dalam hal ini perceraian wajib dilakukan
dengan alasan yang kuat, kemudian alasan perceraian yang dibenarkan dalam Hukum
Islam yakni apabila suami tidak sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai kepala
rumah tangga, maka isteri sunnat untuk meminta cerai yang berarti hal ini dapat

iajukan sebagai alasan mengajukan gugatan cerai gugat menurut ajaran Islam.

Sejalan dengan uraian di atas, Undang-Undang Nomor ! Tahun 1974 Jo.

eraturan Perintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 terdapat 6 ( enam ) alasan yang
ibenarkan dalam Pengadilan Negeri maupun Pengadilan agama, antara lain :

1. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman vang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung,

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.

6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisthan  dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga.




Selain alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar memutuskan perkawinan
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, lebih lanjut dikemukakan alasan perceraian dengan tegas diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, pasal 116 terdapat 8 ( delapan )
alasan-alasan perceraian sebagai berikut

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-

turut tanpa ada izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena & *
hal lain di luar kemampuannya. - A

¢. Salah satu pihak mendapat hukumam penjara 5 ( lima ) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
! dapat membahayakan pihak yang lain.
; ¢. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
| dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
| f Antara suami dan isteri secara terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
| tangga.
. g Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak
rukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas memberi gambaran bahwa
berceraian diperbolehkan oleh undang-undang. Proses pelaksanaan cerai talak pada
i:Ii':lsamya 2 ( dua ) macam yaitu gugatan cerai dapat diajukan melalui Pengadilan
Negeri yang berwewenang, dan permohonan cerai talak dapat digjuan  melalui

engadilan Agama.

i Proses cerai talak jelas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9

[ahun 1975 pasal 14, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut -
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Seorang suami telah melangsungkan pernikahannya menurut Agama Islam,

yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan di

tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud

menceraiakan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada

Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pengajuan permohonan cerai talak dapat dilakukan secara lisan maupun
secara tertulis yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang akan memenksa,
|
‘mengadili dan memutuskan permohonan cerai talak tersebut.

2.2 Proses Pelaksanaan Perceraian

! Pada uraian di atas telah dikemukakan hal-hal yang dapat dijadikan alasan
‘untuk mengajukan permohonan cerai talak maupun cerai gugat menurut Undang-
iUndang Nomor | Tahun 1974 maupun menurut Instruksi Presiden Nomor | Tahun
II‘)‘:H tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang perceraian dapat

dibaca dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
!1974, serta dalam peraturan pelaksanaannya pada pasal 14 sampai dengan pasal 36
Idapat disimpulkan bahwa dalam proses percerai meliputi dua macam antara lain -
h. Cerai Talak

Permohonan cerai talak merupakan inisiatif pihak suami ( pemohon ) yang
berkeinginan untuk menceraikan isterinya ( termohon ) dengan mengajukan

permohonan kepada Pengadilan Agama setempat dengan disertai alasan-alasan yang

mendasar dan kuat oleh majelis hakim untuk mengeluarkan peretapan.




Proses cerai talak ini dijelaskan dalam pasal 14 Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Cerai talak berlaku khusus untuk yang beragama
[slam. Dalam kaitan ini Ny. Soemiyati ( 1982 : 129 ) mengemukakan sebagai berikut

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam

yang akan menceraiak isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat

tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa bermaksud menceraikan isterinya
disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan
sidang untuk keperluan itu.

Apabila diperhatikan dengan seksama pernyataan Ny. Soemiyati di atas, maka
menurut hemat penulis terdapat kekeliruan. Adapun kekeliruan yang dimaksud adalah
beliau tidak menjelaskan pengajuan permohonan cerai talak atau gugatan cerai serta
tidak secara tegas menentukn kompetensi Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan
memutuskan permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat.

Menurut hemat penulis bagi pasangan suami isteri yang telah melangsungkan
perkawinan/ pernikahan secara Islam dan ingin bercerai, maka pemohon atau
penggugat harus mengajukan permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat
melalui Pengadilan Agama seperti yang diatur secara tegas pada pasal 49 ayat ( 1 )
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi -

Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang :

a. perkawinan

b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
¢. Wakap dan shadaqah.




Secara kronologis dan/ atau prosedur mengajukan permohonan cerai talak

sebagaimana diatur pada pasal 15 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :

Pasal 15 mengandung makna bahwa permohonan cerai talak yang telah diterima

di Pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 hari dipelajari oleh majelis
hakim, maka ketua majelis hakim harus memanggil kedua beiah pihak untuk didengar
dan dimintai penjelasan tentang segala sesuatunya yang ada hubungannya dengan
maksud perceraian.

Pasal 16 mengandung makna bahwa jika upaya perdamaian untuk rujuk
kembali antara pemohon dan termohon tidak berhasil, maka majelis hakim mulai
membacakan permohonan cerai talak, selanjutnya pada sidang berikutnya kesempatan

ermohon untuk mengajukan eksepsi/ jawaban dan disertai pendapat dari pihak

Dalam praktik beracara baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negert
umumnya yang didahulukan adalah pembuktian dengan surat-surat kemudian
meriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di muka persidangan,
etelah proses pembuktian selesai, maka tahap berikutnya majelis hakim bertanya
epada kedua belah pihak, apakah masih ada hal-hal lain yang perlu disampatkan,
ika ternyata kedua belah pihak menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan
ukup, majelis hakim akan menentukan waktu untuk mengambil/ membacakan

netapan/ putusan. Apabila pentetapan majelis hakim mengabulkan permohonan
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ceral talak, maka pihak termohon dibeni kesempatan menggunakan upaya hukum
banding ke Pengadiian Tinggi Agama guna pemeriksaan selanjutnya, akan tetapi jika
termohon tidak menggunakan haknya dalam tenggang waktu sesuai ketentuan,
dengan sendirinya penetapan/putusan pengadilan agama telah mempunyai kekeuatan
hukum tetap, sehingga Panitera in casu akan memanggil pihak pemohon untuk
mengucapkan ikrar talak.

Sehubungan maksud di atas, proses pelaksanaan acara perceraian melalui
Pengadilan Agama, maka menurut hemat penulis di sini mulai timbul pertanyaan
“apakah ada sanksi hukum menurut Hukum Islam, apabila dalam kenyataan
pemohon telah dipanggil menurut hukum untuk hadir dipersidangan mengucapkan
ikrar talak namum pada waktunya pemohon tidak hadir di Pengadilan™.

Pernyataan di atas erat kaitannya dengan penegasan dalam pasal 131 ayat ( 4 )
[nstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang berbunyi :

Bila sumai tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan
terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan
talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.

Jika diperhatikan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa proses perceraian
melalul Pengadilan Agama bisa tertunda walaupun permohonan cerai talak diterima
Jan dikabulkaxi oleh majelis hakim, tetapi pthak pemohon tidak memenuhi/
mengindahkan panggilan untuk mengucapkan ikrar talak di muka persidangan.

pehubungan dengan itu, hemat penulis dengan ketidak hadiran pthak pemohon untuk




mengucapkan ikrar talak, walaupun penetapan telah mempunyai kekuatan hukum
tetap adalah sangat merugikan pihak termohon secara materil maupun moril.

b. Cerai Gugat

Proses cerai gugat pada prinsipnya sama dengan proses permohonan cerai
talak, namun yang dapat membedakan adalah penggunaan istilah. Cerai talak dalam
praktik beracara adalah merupakan inisiatif dari suvami yang berkeinginan
menceraikan isterinya dalam bentuk permohonan yang diajukan kepada Pengadilan
Agama setempat, dan sebaliknya jika isteri ingin agar pihak suami menceratkannya,

maka pihak isteri mengajukan gugatan cerai gugat melalui pengadilan agama di mana

pihak tergugat tinggal menetap atau tempat tinggal vang terakhir.

Dalam proses perceraian di atas diatur dalam pasal 20 ayat ( 1 ) Peraturan
HPemen’mah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut :

Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh scorang isten yang
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami
atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya
dan kepercayaannya selain agama [stam.

Bertolak pada uraian di atas, sudah diketahui bahwa proses pengajuan
bermohonan cerai  talak maupun gugatan cerai gugat bagi para pihak yang
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Jika salah satu pihak
menginginkan perceraian, dapat mengajukan permohonan cerai talak maupun gugatan
ferat gugat melalul pengadilan agama setempat.

Menyangkut proses atau tata cara pengajuan permohonan cerai talak maupun

fugatan cerai gugat dapat dilihat pada pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan
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Perintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam pasal-pasal tersebut dirdentifikasy/
dijelaskan proses penyelesaian permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat
meliputi 5 ( lima )} tahap, sebagai berikut ; tahap pertama pengajuan permohonan atau
gugatan, tahap kedua pemanggilan, tahap ketiga persidangan, tahap keempat
perdamaian, dan tahap kelima pengambilan putusan. Kelima tahap tersebut dapat
diuraikan sebagai bertkut / _(’
1. Tahap Pengajuan Permohonan atau Gugatan \ .
Perlu diketahui bahwa yang dapat mengajukan permohonan cerai talak adalah
pihak suam: { pemohon ) sedangkan gugatan cerai gugat adalah pihak istert atau
boleh dikuasakan kepada penasehat hukum. Dalam permohonan cerat talak maupun
gugatan cerai gugat harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat atau
|yang berkopentensi di mana termohon atau tergugat tinggal menetap, guna untuk
mempermuda pemanggilan pihak-pihak, maka alamat para pihak harus terang dan
jelas dicantumkan dalam permohonan dari pihak suami maupun gugatan cerai gugat
dari pihak isteri.
2. Tahap Pemanggilan
Setelah permohonan atau gugatan diajukan kepada pengadilan yang akan
memeriksanya, maka pihak pengadilan mengeluarkan kebijaksanaan dengan
memanggil yang bersangkutan, di mana pemanggilan tersebut ditujukan kepada
pribadi  melalui apatur pemerintahan setempat di mana tergugat berdomisili.
Bilamana yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, maka panggilan dapat dilakukan

engan menempelkan permohonan atau gugatan pada papan pengumuman di
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Pengadilan Agama, atau pemanggilan melalui satu/ beberapa surat khabar atau mass
media lainnya yang ditetapkan pengadilan. Pada prinsipnya pemanggilan bertujuan
untuk menyampaikan informasi kepada pemohon dan termohon dan/ atau penggugat
dan tergugat tentang permohonan/ gugatan yang ditujukan kepadanya oleh pihak
pengadilan. Hal ini berarti pula kesempatan pihak termohor/ tergugat untuk
menghadapi/ menghadiri persidangan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
3. Tahap Persidangan

Dalam praktik penanganan perkara perdata baik permohonan cerai talak
maupun gugatan cerai gugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama terhitung sejak tanggal pendaftaran, maka tenggang waktu 30 hari oleh
majelis hakim mempelajan berkas perkara, yang selanjutnya meiakukan pemanggilan
kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri hari persidangan yang pertama
( ditentukan majelis hakim ).

Sebelum memasuki pada tingkat pembacaan permohonan cerai talak atan

Fugatan cerai gugat, majelis hakim melakukan dan mengedepankan agar kedua belah
thak menempu jalan perdamaian, jika upaya perdamaian tidak membuahkan hasil,
aka majelis hakim akan membacakan permohoan cerai talak atau gugatan cerai
gat. Demikian pula jika dalam persidangan pihak termohon atau tergugat ( kuasa
ukumnya ) tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya,
aka acara persidangan oleh majelis hakim akan berlanjut terus dan tidak tertutup

emungkinan majelis hakim menjatuhkan putusan Verstek kepada pihak termohon/




tergugat. Dalam proses pemenksaan perkara permohonan cerai talak dan gugatan
cerat gugat dilakukan atau dinyatakan tertutup untuk umum ofeh majelis hakim.

4. Tahap Upaya Perdamaian

Setiap permohonan cerat talak atau gugatan cerai gugat yang didaftarkan pada
pengadilan agama maupun pengadilan negen oleh majelis hakim wajib diusahakan
proses perdamaian, sehingga tidak terjadi perceraian yang pada prinsipnya masih
dapat didamaikan. Dengan demikian perceraian betul-betul merupakan aiternatif vang
terakhir. Kewajiban hakim akan upaya proses perdamaian suami isteni dikemukakan
atau dijelaskan pada pasal 31 ayat ( 2 ) pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, yang rumusannya sebagai berikut

Usaha untuk mendamaikan suami isteri yang sedang dalam pemeriksaan
perkara gugatan. Untuk mengadakan perdamian tidak terbatas pada sidang
pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap
saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan
kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau
badan lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan uratan di atas, nampak proses atau upaya perdamaian harus
Kilaksanakan dengan maksimal. Oleh karena itu diharapakan permohonan cerai talak
ptaupun gugatan cerai gugat dapat ditarik kembali oleh pihak pemohon( suami ) atau
ppenggugat ( isteri ), schingga suami isteri dapat rukun kembali dalam rumah
fangganya. Proses perceraian baru dapat dilakukan jika dipandang tidak ada lagi jalan

rtau altemnatif lain yang dapat ditempu dem: terciptanya kembali kehidupan keluarga

rumah tangga ) yang bahagian dan kekal. Degan demikian majehs hakim baru dapat
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mengambil atau menjatuhkan penetapan atau putusan jika proses perdamaian sangat
tidak memungkinan lagi.
S. Tahap Pengambilan Putusan

Tahap ini adalah merupakan tahap akhir dalam penyelesaian sengkata perkara
perdata, setelah melalui proses dengan adanya eksepsi/ jawaban, replik, duplik,
gugatan rekonvensi, pemeriksaan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi
yang telah diajukan para pihak di persidangan. Berkenaan dengan sidang perkara
permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat tidak sama dengan pemeriksaan
perkara perdata lainnya, di mana acara permeriksan persidangan permohonan cerai
talak atau gugatan cerai gugat oleh majelis hakim dinyatakan sidang tertutup untuk
umum, kecuali majelis hakim musyawarah untuk pembacaan putusan ( Vonis ),
haka acara pembacaan putusan harus dinyatakan sidang terbuka untuk umum oleh
majelis hakim.

Pembacaan putusan atas permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat

jib dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya selalu diberikan kesempatan

intuk memikirkan apakah pihak yang dinyatakan kalah atau yang merasa dirugikan
Pleh putusan majelis hakim menggunakan upaya hukum berdasarkan ketentuan
herundang-undangan yang berlaku ( upaya hukum banding ).
Upaya hukumn banding oleh pihak yang merasa dirugikan dapat diberikan
enggang waktu 14 han untuk berpikir, apabila tenggang waktu yang tersedia tidak
limanfaatkan, maka pihaknya dinyatakan menerima penctapan atau putusan dan

nempunyai Kekuatan hukum tetap. Schubungan dengan penetapan yang telah
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berkekuatan hukum tetap, pihak pengadilan memanggil kedua belah pihak atau
kuasanya untuk mengucapkan ikrar talak di persidangan. Sehubungan dengan
penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak pemohon
dipanggil untuk mengucapkan ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama yang
dihadini isteri ( termohon ) atau kuasanya. Yang periu diketahui bahwa pemohon
telah mengucapkan ikrar talak, maka dengan sendirinya terjadi pemutusan
perkawinan karena putusan Pengadilan dalam bentuk penetapan.

Penetapan Pengadilan Agama ini ditegaskan dalam pasal 131 ayat ( 5 )
instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, sebagai berikut :

Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan
tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian
bekas suami dan istri. Helai pertama serta surat ikrar talak dikirtm kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk
diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada
suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan ketentuan di atas telah diketahui bahwa perbedaan antara
bermohonan cerai talak dengan gugatan cerai gaugat dalam praktik terletak pada hasil
pkhir dan proses suatu kasus perceraian yakni permohonan cerai talak ( inisiatif
buami ) di mana hakim mengeluarkan “penetapan” yang merupakan kompetensi
Pengadilan Agama, dan gugatan cerai talak ( inisiatif isten ) di mana hakim
menerbitkan * putusan” yang bisa merupakan kompetensi Pengadilan Agama maupun

&ompetensi Pengadilan Umum. Dalam ruang lingkup kompetensi Pengadilan Agama

baik penetapan dan putusan, yang keduanya dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah,
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Talak, Cerai dan Rujuk ( NTCR ) untuk didaftarkan di dalam buku register perceraian
di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Selanjutnya masalah talak yang diikrarkan oleh pemohon sebagaimana
ditegaskan dalam pasal 131 ayat ( 4 ) Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 / N
yang redaksi lengkapnya sebagai berikut S

Bila suam: tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 ( enam ( bulan

terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengiikrarkan

talak gugur dan ikatan perkawinanyang tetap utuh.

Ikrar talak adalah merupakan hak suami dan juga merupakan suatu proses
putusnya pernikahan dalam suatu keluarga ( rumah tangga ). Akan tetapi ada
i emungkinan pemohon yang tidak bersedia memenuhi ketentuan secara terang dan
jelas dalam Instruksi Presiden R.I Nomor | Tahun 1991. Hal ini akan menimbulkan

rtanyaan bahwa “ apakah tidak ada sanksi bagi pemohon yang mengucapkan ikrar
alak di muka persidangan, serta tidak bersedia membayar biaya-biaya yang
isebutkan dalam “Penetapan atau Putusan” hakim yang telah berkekuatan hukum
etap. Apakah majelis hakim tidak berwewenang untuk mengesampingkan pasal 131
yat ( 4 ) Instrukst Presiden R.I adalah ketentuan perundang-undangan yang periu
ipertimbangkan secara luas, sebab jika tidak pemohon ( suami } ada peluang
empermainkan termohon ( isteri ) sebagai perempuan yang tidak berdaya walaupun

ebenarnya adalah 1steri yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

r)erlaku.
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Berdasarkan pada kenyataan di atas, sehingga penulis merasa tertarik untuk
menyoroti safah satu kasus putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap dan
mentah kembali pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, namum pemohon tidak
bersedia mengucapkan ikrar talak, namun majelis hakim telah melakukan
pemanggilan terhadap pemohon dengan sepatutnya.. Walaupun demikian Pengadilan
Agama yang nota bene pemohon hingga saat ini tidak pernah memenuhi
kewajibannya untuk memberikan nafkah hidup kepada isteri dan kedua anaknya, d:
sinilah tampak dengan jelas pasal 131 ayat ( 4 ) dapat ditafsirkan berdasarkan
kepentingan pemohon ( suami ).

2.4, Akibat Putusnya Perkawinan

Apabila diperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur
perkawinan di Indonesia di dalamnya terdapat tujuan yang sangat bagus yakni untuk
membina keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal. Namun tujuan tersebut
kadang tidak bisa dipertahankan, sehingga suasana dalam rumah tangga menjadi
kacau yang mengakibatkan terjadinya perceraian antara suami isteri. Terjadinya
berceraian itu tentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan isteri
Han anak-anak akibat pemohon melalaikan/mengabaikan tanggungjawabnya. Hal mi
Hitegaskan dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Istam di Indonesia, yang berbunyi :
Akibat putusanya perkawinan karena perceraian :

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya
kecualai bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukan diganti oieh :
- Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu ;
- Wanita-wanita dengan gans lurus ke atas dari ayah ;

- Saudara perempuan dan anak yang bersangkutan ;
- Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah ;
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b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan
hadhanah dari ayah dan ibu ;

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah
dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan
Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang
mempunyai hak hadhanah pula ;

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah
menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut
menjadi dewasa atau dapat mengurus din sendiri { berumur 21 ) tahun ;

e. Bilamana terjadi perselisthan mengenai hadhanah dan nafkah anak,
Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf a, b,c dan d di
atas.

Bertolak pada ketentuan tersebut di atas, telah diketahui akibat hukum
putusnya perkawinan karena perceraian menurut Hukum Islam yakni pihak suami
emikul tanggung jawab yang cukup besar, baik biaya nafkah terhadap isteri maupun
iaya pemeliharaan anak-anak. Karena perceraianiah maka semua hak dan
ewajiban selama perkawinan menjadi hapus sejak putusan percearaian yang telah
empunyai kekuatan hukum tetap, isteri mendapatkan kembali statusnya sebagai
anita yang tidak kawin, di mana harta bersama menjadi terbagi, sedangkan
ggung jawab pemeliharaan anak-anak dibebankan kepada pihak suami.

Pasal 156 poin a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa anak yang

elum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah berserta ibunya, dengan dasar ini
pat dikatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian, maka suami yang
elah menceraikan isterinya masih diwajikan untuk memelihara dan memberi biaya

idup kepada isteri yang telah diceraikan, kecualai sudah meninggal dan biaya

meliharaan anak-anak itu sampai menjadi dewasa atau sudah hidup mandir.
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Akibat lain dari putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta
kekayaan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, yang

menyatakan sebagai berikut :

(I)  Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak
pasangan yang lebih lama hidup :
(2)  Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri atau
suaminya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan
Pengadilan Agama,
Memperhatikan redaksi pasal 96 ayat ( 1 ) di atas dapat disimpuikan bahwa
apabila terjadi cerai mati, maka separuh dari harta bersama jatuh dan menjadi milik

suami atau isteri yang masih hidup.
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BAB 3
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Data Perceraian pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 1999
sampai Tahun 2003

Sebagaimana diketahui bahwa perceraian dapat terjadi didasarkan oleh
berbagai alasan scbagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan, Putusnya perkawinan karena perceraian bukanlah
merupakan hal yang baru dalam pergaulan hidup masyarakat melainkan perceraian
telah dianggap hal yang biasa, walaupun pada prinsipnya tujuan perkawinan yang
;esungguhnya sama sekali tidak mengingmkan terjadinya percekcokan atau
rtengkaran antara suami isteri dalam membina keluarga ( rumah tangga ) terlebih

engan maksud untuk berpisah atau bercera.

Kembalt mencermati peraturan perundang-undangan yang mengatur
asalah perkawinan, pewarisan dan perceraian menitikberatkan bahwa perceraian
oleh saja diajukan ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang kuat seperti salah satu
ihak berzinah, pembauk, penjudi, meninggalkan pthak lain selama 2 ( dua ) tahun
rturut-turut tanpa ada berita kepada pihak yang ditinggalkan, karena salah satu
ihak dijatuhi hukuman 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah
rkawinan atau salah satu pihak melakukan kekejaman/ penganiayaan pthak lain,

ferta salah satu pihak menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang
nengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteni, yang

nengakibatkan/ menimbulkan pertengkaran yang sulit didamaikan,
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Sehubungan dengan uraian di atas dikemukakan alasan-alasan perceraian
sebagaimana dikemukakan H. Syarif Mappiasse, dalam wawancara oleh penulis

tanggal 12 Januarn 2004, dengan menyatakan bahwa

Pada prinsipnya setiap perkara permohoan cerai talak maupun gugatan cerai

gugat yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, tidak

selamanya dikabulkan. Sebab untuk mengabulkn masalah ini kami selaku
mejelis hakim yang memeriksa perkara perdata selalu berpedoman pada
alasan-alasan yang terungkap dan terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan pernyataan H. Syarif Mappiasse, selaku Wakil Ketua Pengadilan
Agama Kelas 1 A Makassar, dapat diketahui bahwa permohonan cerai talak dan
gugatan ceral gugat yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar
dapat dikabulkan sepanjang perkara perdata tersebut mempunyai alasan-alasan vang
| endasar, dan ada fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menurut asumsi penulis bahwa apa yang dikemukakan oleh H. Syaref
Mappiasse tersebut di atas memang benar sebab tidak mungkin majelis hakim
mengabulkan petitum setiap permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat
banpa disadari dengan alasan-alasan yang benar dan terungkap dalam persidangan,
walaupun setiap perkara apakah itu permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat
Jugas majelis hakim berusaha menempuh jalan perdamaian sehingga suami isteri
kembali rukun/ rujuk dengan dasar pertimbangan kekeluargaan dan nilai agama.

Penulis mengadakan wawancara dengan H. Suud Azhary, hakim pada

Pengadilan agama kelas 1 A Makassar tanggal 10 Februari 2004, yang menjelaskan

ecara scksama perbedaan antara permohonan dan gugatan serta antara penctapan




dengan putusan, sehingga penulis tertarik atas penjelasan tersebut yang dibuat dalam

bentuk tabel seperti di bawah ini

Tabel 1 o %
Penjelasan responden mengenai perbedaan antara SRSt ::.“

Permohonan dan Gugatan serta Penetapan dengan Putusan

SErAe

1 | Cerai talak Suami Permohonan | Termohon

2 | Cerai Gugat | Isteri Gugatan Tergugat Putusan

3 | Voluntair Suami Satu pihak | Termohon | Penetapan
4 | Kontentius Suami-Isteri | Para pihak | Suami-istern | Putusan

Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan antara
permohonan dengan gugatan serta penetapan dengan putusan, perbedaan tersebut
;secara tegas diatur pada pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. Sejalan dengan penjelasan H. Suud Azhary, bahwa permohonan

Ferupakan sarana atau inisiatif dari pithak suami yang berkeinginan menceraikan

sterinya, sehingga suami mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan

gama yang mewilayahi domisili/tempat tinggal pemohon, termasuk apabila isteri
urtad ( pindah agama ), sedang apabila isteri yang berinisiatif untuk menggugat
uaminya, maka pihak isten mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama

tempat yang mewilayahi penggugat atau tergugat, dan berdasarkan permohonan




atau gugatan, majelis hakim akan mempelajarinya dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari guna untuk menentukan apakah permohonan atau gugatan dapat diterima
atau ditolak.

Sehubungan dengan permohonan cerai talak maupun gugatan cerai yang
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, sejak tahun
1999 sampai dengan tahun 2003, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2

Data Permohonan Cerai Talak dan Gugatan Cerai Gugat

Dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2003

1999 236 385 621
200 4 000232 _]l 427 659
2001 219 394 616
2002 221 385 606
2003 235 426 661
Jumlah 1.143 2.020 3.163

umber : Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai kapasitas perkara Perdata
hususnya permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat yang terdaftar pada
epaniteraan Pengadilan Agama Kelas {A Makassar dari tahun 1999 sampai dengan
hun 2003. Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, sudah tampak dengan jelas

lugatan cearal lebih besar jumlahnya daripada permohonan cerai talak. Dan
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gambaran im berarti pihak isteri lebth banyak mengajukan gugatan cerai daripada
permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami.

Selanjutnya dikemukakan jumlah perkara permohonan dan gugatan cerai yang
diputus Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar dari tahun 1999 sampai dengan tahun
2003, sebagaimana terurai pada tabel di bawah ini.

Tabel 3

Data Perkara Permohonan Cerai Takan dan Gugatan Cerai Gugat

Yang Diputus Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2003

1999 198 326 524
2000 213 379 592
2001 205 372 577
2002 187 319 506
2003 209 366 575
Jumiah 1.012 1.762 2.774

Sumber : Pengadian Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2004
Tabel di atas memberikan gambaran mengenai jumlah perkara permohonan
eral talak dan gugatan cerai gugat vang diputus oleh Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar tahun 1999 sampai dengan tahun 2003.

Berdasarkan data tabel di atas sudah diketahui perkara permohonan cerai talak
143 perkara, yang diputus oleh majelis hakim 1.012 perkara, sedang perkara
ugatan  ceral 2.020 diputus 1.762 perkara. Dengan demikian dapat ditarik

estmpulan bahwa pengadilan agama kelas 1A Makassar sudah melaksanakan tugas
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sebagai abdi hukum yang baik. Selanjutnya diketahui jumiah perkara permohonan
ceral talak maupun gugatan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap maupun vang
menempuh upaya hukum banding dan tahun 1999 sampai dengan 2003, seperti yang
diuraikan pada sub-sub benkutnya.

Mencermati uraian di atas yang nota bene gugatan cerai gugat yang iebih
Jrnenonjol daripada perkara permohonan cerai talak yang diajukan pihak suami. Untuk
ftu perlu diketahu: bahwa apakah permohonan cerai talak dan/ atau gugatan cerai
gugat selalu dikabuikan oleh pthak pengadilan agama kelas 1A Makassar. Untuk
Fnendapatkan gambaran/ mengetagui mengenai hal tersebut dapat dilihat/ dibaca
Fendapat responden pada tabel di bawah ini.

Tabel 4

Pendapat Responden tentang Permohoan Cerai Talak dan Gugatan

Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

1 | Umumnya dikabulkan - -

2 | Tidak dikabulkan - -

3 _{ Hanva yang terbukti dikabulkan 40 160 %
Jumlah 40 100 %o

Fumber : Pembahasan Hasil Penelitian, Tahun 2004
Tabel di atas memberikan penjelasan/ gambaran tentang apakah permohonan
erai talak dan gugatan cerai umumnya dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan

gama kelas 1A Makassar. Berdasarkan data pada table di atas, dari 40 orang




responden yang pada umumnya Panitera, Panitera Pengganti pada pengadilan agama
kelas 1A Makassar, semua mengatakan bahwa setiap permohonan cerai talak dan
gugatan cerai tidak selalu dikabulkan oleh majelis hakim, hal mana tergantung
pembuktian. Dalam hubungan dengan itu Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A

sar dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 13 Januari 2004,

engatakan :
Untuk mengabulkan suatu petitum permohonan cerai talak dan gugatan cerai
gugat ukurannya adalah pada pembuktian, misalnya istenn menggugat
suaminya dengan alasan pemabuk, penjudi dan lain sebagainya. Apabila hal
ini terbukti dalam persidangan, maka tentu majelis hakim akan
mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan cerai gugat dan pihak isteri.
Sebaliknya jika alasan dimaksud tidak terbukti, maka permohonan cerai talak
atau gugatan cerai gugat harus ditolak oleh majelis hakim.
Mencermati pernyataan tersebut di atas, menurut hemat penulis bahwa untuk
engabulkan permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat dan salah satu
ithak ( suami atau isteri ) pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar pada
rinsipnya tergantung terbuktinya alasan-alasan menurut hukum di persidangan. Jadi
ndapat responden tersebut seirama dan sejalan pula dengan penjelasan hakim
innya, sehingga dasar pertimbangan untuk mengabulkan dan/ atau menolak
rmohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat sudah tepat.
Sejalan dengan wuraian di atas, lebih lanjut Marzuki, selaku hakim pada
engadilan Kelas 1A Makassar dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 14
uari 2004, mengatakan demikian :

Mengabulkan atau menolak permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat

sangat tergantung dari hasil musyawarah majelis hakim sebab di samping
pembuktian pihak pemohon atau pihak penggugat tidak menutup
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kemungkinan pemohon atau penggugat ada maksud lain untuk meninggalkan
pasangannya.

Bertolak pada pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa untuk mengabulkan
permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat di samping terbuktinya alasan-alasan
pemohon atau penggugat, majelis hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang
mengakibatkan timbulnya masalah hanya dari pemohon atau penggugat dengan
ujuan-tujuan tertentu tanpa menghiraukan azas-azas yang terkandung di dalam tujuan
perkawinan yang sebenarnya seperti ditegaskan pada pasal 77 Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor | Tahun 1991.

3.2 Data Penetapan atau Putusan Perceraian yang telah Berkekuatan Hukum
Tetap Mentah Kembali sejak Tahun 1999 sampai Tahun 2003
‘ Pada kajian sub bab terdahulu diketahui jumlah perkara permohonan cerai

lak maupun gugatan cerai gugat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kelas 1A

akassar selama 5 ( lima ) tahun terakhir yakni tahun 1999 sampai dengan tahun
003. Sehubungan hal tersebut di atas dikemukakan khusus permohonan cerai talak

ang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang menenpuh upaya-upaya hukum

erasa dirugikan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1A
, baik jenis perkara kontentius yang melibatkan para pihak ( suami ister )
ng tertuang dalam putusan hakim. Sebaliknya jika perkara jenis voluntair yakni

rkara perdata dalam bentuk permohonan cerai talak yang umumnya ditempuh pihak
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suami mengajukan kasusnya melalui Pengadilan Agama agar pemohon bersedia hadir
di persidangan mengucapkan ikrar talak yang tertuang dalam bentuk penetapan.
Apabila pemohon atau termohon merasa tidak puas atas 1zin ikrar talak, maka pthak
yang merasa dirugikan dapat mengunakan/ menempuh upaya hukum kasasi pada
tingkat Mahkamah Agung di Jakarta.

Untuk menggunakan/ menempuh upaya-upaya hukum yang tersedia bag
fpihak yang belum puas atau merasa dirugikan, apakah jenis perkara voluntair atau

jenis perkara kontentius pada prinsipnya peraturan perundang-undangan menjamin

n rnemberikan kesempatan yang sama kepada para pihak pencan keadilan ( suarni
steri ), dengan ketentuan memenuhi tenggang waktu yang ditetapkan sesual
ketentuan mengatur hal itu, sebaliknya apabila ketentuan tersebut di atas ternyata
lidak diperhatikan/ dimanfaatkan, maka penetapan atau putusan Pengadilan Agama
Kelas 1 A Makassar dapat mengikat para pihak ( mempunyai kekuatan hukum tetap).
Untuk mengetahui lebih jauh tentang perkembangan pelaksanaan penetapan
#tas permohonan cerai talak yang telah berkuatan hukum tetap, baik yang telah
Anengucapkan ikrar talak maupun tidak mengucapkan ikrar talak di Pengadilan

figama Kelas 1A Makassar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel §
Data Penetapan atas Permohonan Cerai Talak yang Ikrar Talak

Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2003

1999 198 176 15 -
2000 187 152 22 -
2001 213 183 19 -
2002 209 172 23 -
2003 205 180 15 -
Jumlah 1.012 863 94 i -

Sumber : Pengadilan Agama Kelas |A Makassar, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai putusan permohonan ikrar
Plak di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dari tahun 1999 sampai dengan 2003.
Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat dengan jelas jumlah putusan yang telah
#empunyai kekuatan hukum tetap adalah 1.012 perkara, dan mengucapkan ikrar
Flak sebanyak 863 perkara, sedangkan yang tidak ikrar talak sebanyak 94 perkara.
Apabila memperhatikan data pada tabel di atas, ternyata ada 94 putusan yang
ﬁdak ikrar talak, untuk itu periu dikaji apakah ada dasar hukum yang mengatur dan

nembolehkan/ membenarkan pemohon tidak mengucapkan ikrar di persidangan,

alaupun penetapan atau putusan telah berkekuatan hukum tetap. Sehubungan
Lngan itu H. M. Nahiduddin, hakim pengadilan agama kelas 1A Makassar dalam

lawancara dengan penulis pada tanggal 18 Januari 2004, menyatakan sebagai benkut
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Apabila dilihat dari satu sisi, setiap penetapan dan/ atau putusan pengadilan
Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti permohonan
cerai talak adalah kewajiban pemohon oleh karena ia yang memohon
penetapan/ putusan. Dari sisi lain walaupun penetapan sidang ikrar talak
sudah ditetapkan waktunya tetapi pemohon atau kuasanya tidak hadir di
persidangan, maka hal ini tidak ada keharusannya, sebab yang mendasari
ketentuan itu adalah pasal 131 ayat ( 4 ) Kompilasi Hukum Islam.

Apabila diperhatikan pernyataan tersebut di atas, maka dalam praktik
etentuan yang terdapat dalam pasal 131 ayat ( 4 ) Kompilasi Hukum Islam yakni
setiap penetapan atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pemohon
idak mengucapkan ikrar talak, maka penetapan atau putusan yang dimaksud di atas
entah kembali dan perkawinan kembali utuh. Selanjutnya dikemukakan apakah
emua jenis penetapan atau putusan baik dari permohonan cerai talak maupun

yugatan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap harus terjadi ikrar. Untuk

Tabel 6 v 3

Pendapat Responden Tetang Ikrar Talak atas Penetapan atau Putusan
Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum tetap

Semua penetapan/ putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap
Hanya permohonan penetapan/ putusan yang ikrat 40 100%
talak

Jumlah 40 100%

umber : Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2004
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Tabel tersebut di atas, memberikan gambaran tentang penetapan atau putusan
mana saja yang harus ada pihak yang mengucapkan ikrar talak yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap. Berdasarkan data pada tabel di atas terlithat dari 40 orang
responden yang seluruhnya Panitera pada pengadilan agama kelas 1A Makassar
berpendapat bahwa hanya pentepan atas permohonan cerai talak dari pihak pemohon
mengucapkan ikrar talak setelah penetapan atau putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, setelah diputuskan oleh majelis hakim dalam kurun waktu 6
( enam ) bulan.

Memperhatikan data pada tabel 5 di atas tergambar 94 perkara, dimnana

rmohon tidak mengucapkan ikrar talak selama 5 ( lima ) tahun terakhir. Menurut
emat penulis, mengucapkan ikrar talak adalah merupakan hak suami sebagai
+7emoh0n cerai talak. Namun apabila diperhatikan secara seksama, maka suami
scbagai pemohon hendaknya meluangkan waktu untuk hadir di persidangan

rnengucapkan ikrar talak, dengan mengingat pengorbanan biaya dan waktu dari

mohon maupun pihak termohon, sehingga majelis hakim bersama panitera
chingga permohonan cerai talak dapat menghasilkan penetapan/ putusan. Apabila
pemohon tidak mengucapkan ikrar talak berarti ada maksud atau mat yang
berdampak negatif terhadap isteri dan anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian
Hari kedua orang tua akibat terjadinya perceraian. Ada baiknya apabila pemohon
hasih bertanggung jawab memberikan jaminan/ nafkah hidup kepada termohon
isteri ) dan anak-anak, namun sebaliknya jika terjadi seperti kasus atau perkara

bang akan disoroti dalam penulisan skripsi ini, di mana pemohon tidak bersedia
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mengucapkan ikrar talak, dilain pihak pemohon tidak melaksanakan atau memenuh:
lke\lvajiban memberikan nafkah hidup kepada termohon dan anak-anak yang masih di
bawah umur.
Dalam kaitan ini perlu dipertanyakan apakah ada sanksi bagi pemohon yang
idak bersedia mengucapkan ikrar talak dalam kurun waktu yang ditetapkan sesuai
raturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan acuan aturan tersebut
ehingga majelis hakim membuat dan mengeluarkan surat panggilan kepada pihak
bemohon dan termohon atau kuasanya untuk menghadiri sidang guna untuk
Lr1cr1guc:~.1pkan ikrar talak yang merupakan suatu proses yang harus ditempuh oleh
bara pihak melalui penetapan majelis hakim atas permohonan yang dimohonkan oleh
#mohon. Untuk mengetahui hal ini dapat disimak pendapat responden pada tabel
bang diuraikan di bawah i,
Tabel 7

Sanksi bagi Pemohon Yang Tidak Bersedia

Mengucapkan ikrar Talak

1 | Tidak ada sanksi karena ikrar tatak 40 100%
adalah hak suami ( pemohon )
2 | Ada sanksi sebab pemohon tidak - -

memenuhi penetapan atau putusan
yang dimohonkan

Jumlah 40 100%

fumber : Pembahasan hasil Penelitian, Tahun 2004
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Tabel di atas membenkan gambaran tentang sanksi bagi pemohon yang tidak
bersedia mengucapkan ikrar talak dalam tenggang waktu 6 ( enam ) bulan.
Berdasarkan data pada tabel di atas tergambar dari 40 orang responden semuanya

mengatakan tidak ada sanksi yang dikenakan bagi pemohon karena tidak

engucapkan ikrar talak, dan dikatakan bukan merupakan kewajiban melainkan hak
agi pemohon tetapi yang ada hanya sanksi moral dari masyarakat. sekitarnya.
Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, yang perlu diketahut adaiah
Putusan majelis hakim yang menghukum pemohon membayar sejumlah uang kepada
fermohon. Untuk mengetahui apakah harta kekayaan pemohon dapat disita oleh
bengadilan atau tidak, hal ini dapat dilihat pendapat responden seperti terurai pada
abel di bawah in1.

Tabel 8

Penyitaan Harta Benda Pemohon Berdasarkan Penetapan atau Putusan

Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukam Tetap

Harta benda pemohon dapat disita oleh Pengadilan
Agama

Tidak dibenarkan penyitaan harta pemohon karena - -
tidak ada hubungan permohonan cerai talak

Jumlah 40 100%

sumber : Pembahasan hasil penelitian, Tahun 2004
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Tabel di atas memberikan gambaran yang jelas menyangkut penyitaan harta
enda pemohon ( suami ) berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan agama
ang menghukum pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada pihak termohon
isten )

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat 40 orang responden semuanya atau
00 % mengatakan bahwa harta benda pemohon dapat disita oleh pengadilan apabila
enctapan atau putusan majelis hakim menghukum pemohon untuk membayar
ejumlah uang kepada termohon dan serta anak-anaknya yang belum dewasa ( belum
erumur 21 tahun ).

Dalam hubungan ini, Mardawiyah Haking, hakim pengadilan agama kelas 1
\ Makassar, dalam wawancara tanggal 20 Januari 2004 mengatakan :

Harta benda milik pemohon dapat saja diletakkan sita pengadilan, apabila

pemohon dihukum untuk membayar sejumiah uang kepada mantan isterinya,

apakah uang nafkah lampau atau nafkah iddah, nafkah anak dan lain
sebagainya.

Bertolak pada pendapat hakim tersebut di atas, dapat diketahui bahwa apabila
alam suatu perkara permohonan cerai talak atau gugatan cerai yang diajukan oleh
emohon ( suami ) yang amar penetapan atau putusan selain mengabulkan
crmohonan pemohon disertai penghukuman terhadap pemohon untuk membayar
Fjumlah uang, jika penghukuman itu tidak diindahkan oleh pemohon sehingga
Lngadilan dapat meletakkan sita atas harta benda pihak pemohon.

Selanjutnya Abdul Karim, Panitera Pengganti pada pengadilan agama kelas |

Makassar dalam wawancara dengan penulis tanggal 28 Januari 2004 mengatakan :
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Apabila penetapan atau putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak
pengadilan segera menegur ( Sommasi atau aanmaning ) pemohon agar
dapat membayar sejumlah uang yang termuat dalam penetapan atau putusan
kepada termohon. Namun jika teguran tersebut tidak dihiraukan maka segera
dilaksanakan eksekusi atas harta milik pemohon yang telah diletakkan sita
eksekusi tadi.

Jika diperhatikan pernyataan tersebut di atas, maka sudah terlihat dengan jelas
ahwa tidak berarti pihak pemohon yang tidak bersedia mengucapkan ikrar talak lalu
ilanglah hak pihak termohon ( isteri ) untuk menuntut sejumlah uang atau benda lain
ebagaimana tertera dalam penetapan atau putusan hakim yang telah berkekuatan
ukum tetap, melainkan pengadilan tetap memperhatikan hak termohon untuk
nerealisirnya. Menurut hemat penulis hal ini wajar-wajar saja, yang paling penting
lipertimbangkan bagaimana seandainya termohon memohon agar majelis hakim
I eletakkan sita eksekusi terhadap hak milik pemohon padahal dalam kenyataan

mohon tidak memiliki harta sama sekali. Hal seperti ini seyogianya termohon
ntang ada tidaknya harta milik pemohon untuk memenuhi amar penetapan atau
utusan pengadilan agama kelas 1 A Makassar. Pada kajian terdahulu telah diketahui
ahwa banyak penetapan atau putusan permohonan cerai talak di pangadilan agama
elas 1 A Makassar yang tidak ikrar talak, hal tersebut mungkin saja pemohon tidak
engetahui hari dan tanggal sidang pengucapan ikrar talak. Untuk mengetahui hal itu
ikemukakan pendapat responden apakah setip pemohon telah dipanggil dengan
patutnya hadir mengucapkan ikrar talak di persidangan. Hal ini dapat diketahui

elalui tabel yang terurai berikut di bawah ini.
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Tabel 9

Pendapat Responden Tentang Pemanggilan

Pemohon untuk Mengucapkan Ikrar Talak di Persidangan

shs e
et g e MR T e g

1 | Pemohon selalu dipanggil dengan sepatutnya

2 | Tidak pernah dipanggil dengan sepatutnya - -

Jumlah 40 100%

Sumber : Pembahasan hasil penelitian, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai pemberitahuan dan/ atau
Hrmanggilan pemohon untuk menghadiri sidang dan mengucapkan ikrar talak.
Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa hakim telah melakukan
F.lgas memanggil pemohon dengan sepatutnya guna menghadiri acara sidang dalam
fangka mengucapkan ikrar talak dalam persidangan.

Hal tersebut terbukti dani 40 Orang responden mengatakan apabila penetapan
{tau putusan sudah berkekuatan hukum tetap, pengadilan melakukan teguran pertama
r:mpai dengan teguran ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
erlaku agar pemohon dapat memenuhi isi pentepar/ putusan. Namun dalam praktik
isteru pemohon yang tadinya mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan
krar talak, ternyata setelah hakim mengabulkan permohonannya, malahan pemohon
endiri yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap termohon dan anak-anak

Lng masih di bawah umur.
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Di dailam pasal 131 ayat ( 4 ) Kompilasi Hukum Islam, yang sama unsurnya

engan pasal 70 ayat ( 6 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan
gama, yang memberikan petuang bagi pihak pemohon untuk tidak mengucapkan
krar talak dalam batas waktu 6 ( enam ) bulan sehingga hak pemohon gugur untuk
tu. Memperhatian uraian di atas, Hajah Aminah Akil, hakim Pengadilan Agama
Kelas 1A Makassar, melalui wawancara dengan penulis pada tanggal 4 Februari
F004, berpendapat sebagai berikut :

Jika pemohon tidak mengikrarkan talak dalam tenggang waktu yang
disediakan, maka pemohon wajib bertanggung jawab atas biaya hidup
termohon ( isteri ) dan anak-anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu
tuntutan dari termohon sangat logis dan mendasar untuk dipenuhi/ dikabulkan
majelis hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskan tuntutannya.
Menurut hemat penulis, pendapat hakim di atas, memang sangat mendasar,
leh karena itu tidak masuk akal sehat kalau pemohon belum mengucapkan ikrar
Hilak sebagai bukti putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga pemchon
ibebani tanggung jawab menanggung segala biaya hidup ister1 dan anak-anak,
Fkalipun permohon telah mengucapkan ikrar talak dan sudah sah bercerai dengan
srmohon, maka pemohon bertanggung jawab memberi atau menanggung biaya
P’dup dan biaya pendidikan terhadap anak-anak sampai dewasa dan mandin
Fberumuer tahun ).

L. 3 Tanggapan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Nomor

76/Pdt. /1998

Sebelum penulis iebih jauh memberikan tanggapan dan/ atau komentar
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erhadap putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar, terlebih dahulu penulis
mengemukakan proses pemeriksaan oleh majelis hakim dalam perkara perdata antara
.., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Lobak Nomor 16,
RW.5 RT. D, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang
selanjutnya disebut pihak pemohon, yang diwakili tim kuasa hukumnya melawan ...,
umur 26 tahun, agama Islam, pekenaan tidak ada, alamat Jalan Urip Sumoharjo
 Kompleks Keuangan Negara Blok. C Nomor 47 ) Kota Makassar, yang diwakili tim
cuasa hukumnya, selanjutnya dalam perkara perdata ini sebagai termohon.

2. Duduk Perkara

----  Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang telah melangsungkan akad
itkah ( ijab kabul ) di Kota Makassar pada tanggal 7 Januan 1998 berdasarkan
cutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kecamatan

amajang dengan Nomor Seri : No. 371/17/1/98 tanggal 12 Januan 1998.

-- Bahwa sebelum berlangsungnya pernikahan memang antara pemohon dengan
ermohon sudah hidup bersama dan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana
yaknya pasangan suami isteri yang akhimya termohon hamul.

- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tidak seorangpun pihak keluarga
ermohon yang menghadiri acara pernikahan tersebut di atas, sebab dar prhak
eluarga pemohon mengatakan keluarga pihak termohon tidak perlu hadir karena
vali untuk termohon sudah disanggupi atau disiapkan oleh Imam yakni di rumah
Fmpat pemohon dan termohon dinikahkan tempatnya di Jalan Cenderawasih Kota

{akassar.
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---- Bahwa pihak pemohon dan termohon berangkat menuju ke alamat tersebut di
tas yakni di rumah Imam yang akan menikahkan pemohon dan termohon, sudah ada
eluarga pihak pemohon yang bertindak selaku wali dari termohon sehingga
)ernikahan antara pemohon dan termohon berjalan dengan lancar.

---- Bahwa sebelum akad nikah ( ijab kabul ) antara pemohon dan termohon
nemang telah ada anak mereka yang pada saat akad nikah antara pemohon dan
ermohon anak mereka sudah berusia 17 bulan bernama Chani Deviro Nadya yakni
nak pertama.

---- Bahwa pada waktu pemohon mengajukan permohonan cerai talak, ternyata anak
crtama sudah berusia 26 bulan yang nota bene pemohon tidak pernah memberikan
!iaya hidup.

--- Bahwa setelah pemikahan antara pemohon dan termohon, maka pemohon
nengajak termohon ke keluarga pemohon ( Tante ) tepatnya tanggal 9 Januari 1998
mggal di keluarga pemohon selama 2 ( dua ) hari, pada waktu itu pemohon justru
neninggalkan termohon dan tidak ada pemberitahuan kepada termohon ( entah
pmohon ke mana ), termohon baru tahu bahwa pemohon pergi ke rumah orang
janya di Jalan Lobak Makassar dengan seizin tantenya.

--- Bahwa selama termohon tinggal di rumah keiunarga pemohon tersebut di atas,
hak pemohon selalu menuding bahwa termohon sering keluar rumah tanpa seizin
thak pemohon, padahal termohon hanya sebatas membeli obat untuk anaknya yang

kit
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--—--- Bahwa kerena pemohon ( suami ) selalu menuduh termohon ( isteri ) dengan
alasan yang mengada-ada, maka termohon ( isteri ) memutuskan dan memilih tinggal
sementara di rumah keluarga termohon.

- Bahwa setelah termohon tinggal beberapa lama di rumah keluarganya, maka
datang pemohon ( suami ) bermaksud menjemput dan mengajak termohon untuk

tinggal di Pondok Nel’s di Jalan Ja’jala’ No. 27 Makassar, yang belakangan termohon

engan wanita lain sejak bulan Desember 1997 sampai bulan Februan 1998, di mana
da saat itu kehamilan termohon sudah 5 ( lima ) bulan.

Bahwa selama pemohon mengajak termohon tinggal pada alamat tersebut di
tas, di tempat itulah termohon ( isteri ) merasakan pahitnya hidup karena pemohon
idak pernah memberikan nafkah hidup bersama dengan anaknya.

Bahwa termohon tidak mendapat kebahagiaan keluarga ( rumah tangga ) karena
rlakuan pemohon yang tidak secara langsung memasukkan atau menjerumuskan
ermohon ke lubang nista yang tercela, akibat tidak adanya tanggung jawab pemohon
bagai tempat menggantungkan harapan isteri dan anaknya.

- Bahwa karena perjalanan hidup rumah tangga antara pemohon dan termohon
udah kacau, pemohon tidak memperhatikan kebutuhan termohon bersama anaknya,
memang keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga muncul
iat pihak pemohon untuk menceraikan termohon walaupun dalam keadaan hamil

a.
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----- Bahwa untuk membuktikan tindakan atau niat pemohon ( suami ) membuat dan
mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar di
aftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor 376/Pdt.G/1998/PA.UPG.

—--- Bahwa permohonan pemohon telah diterima atau dikabulkan dan diproses oleh
majelis hakim yang memeriksa atau mengadili serta memutuskan, sehingga

hermohonan cerai talak putus, dan mengizinkan pemohon mengucapkan ikrar talak

Ferhadap termohon ( tsteni ).
r. Petitum Permohonan Cerai Talak

Adapun petitum permohonan cerai talak oleh pemohon adalah sebagai bertkut :

Primer :
I Mengabuikan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon mengucapkan ikrar talak 1 (satu } atas termohon

setelah putusan imi mempunya: kekuatan hukum tetap.

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair :

Mohon putusan yang scadil-adilnya.

Pertimbangan Hukum

ralam Konvensi :

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan cerai talak adalah

thagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya.
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----- Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati para pihak (suami istent)
agar kembali damai dan rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah namun
1dak membuahkan hasil.
----- Menimbang, bahwa dan jawab-menjawab antar pemohon dan termohon temyata
sebagian dalil-dalil pemohon diakui oleh termohon, dan sebagian lainnya ditolak di
antaranya mengenai tuduhan pemohon bahwa termohon sering keluar rumah tanpa
se1zin pemohon , dan sering bersama dengan laki-laki lain.
----  Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil pemohon vang ditolak termohon , di
mana pemohon mengatakan tetap pada dalil-dalilnya sementara termohon
nenyatakan bila pemohon tetap berkehendak untuk mengucapkan ikrar talak, maka
ermohon akan mengajukan gugatan balasan ( gugatan rekonvensi ) yang akan
lipertimbangkan oleh majelis hakim dalam rekonvensi.
----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara 11 adalah tidak
idanya keharmonisan dalam membina keluarga ( rumah tangga ) disebabkan tidak
adanya saling hormat-menghormati, harga-menghargai, saling pengertian antara
mohon dan termohon.

Menimbang,bahwa di dalam persidangan pihak pemohon ( suami ) dalam
embuktikan kebenaran dalil-dalilnya yang disangkaii oleh termohon ( isteri )
rsebut telah mengajukan alat bukti surat kode P dan saksi-saksi yang selanjutnya
leh majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut.

-—- Menimbang, bahwa surat kode P yang bermaterai cukup telah diperiksa dan

iteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai benar




erjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon, maka dengan demikian
arus dinyatakan bahwa antara pemohon dan termohon ada hubungan hukum sebagai
uami isteri yang selanjutnya mengenai bukti surat dinilai majelis hakim sebagai alat
ukti yang sempurna dan dapat diterima.
--- Menimbang, bahwa selanjutnya bukti saksi-saksi telah memenuhi syarat formil
ebagaimana ditetapkan dalam persidangan dan keterangan antara satu dengan saksi
ainnya saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi
apat diterima sehingga dapat meneguhkan atau mendukung dalil-dalil pemohon.
--- Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan pihak pemohon dihubungkan
engan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon serta pengakuan dari termohon,
1aka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang melaksanakan

akad nikah { jab kabul ) pada tanggal 7 Januari 1998.

| Bahwa keduanya telah pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama 2 ( dua )
hari, dan setelah itu terjadi pisah tempat tinggal karena berselisih faham antara
pemochon dengan termohon, yang mengibatkan rumah tangga mereka tidak
dapat dipertahankan lagi.
Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai satu orang
anak, yang bernama Chani Deviro Nadya, vang oleh pemohon tidak pernah
diberikan biaya hidup.

--- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut oleh majelis hakim berkesimpulan

phwa tujuan hidup berumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak




erwyjud atau tidak bertahan. Karepa rasa cinta-mencintai, harga-menghargai,
chingga berbagi duka dan suka tidak hadir/ tidak tercipta dalam hidup berumah
angga. Karena pemohon telah membuka simpul atau ikatan pernikahan, yang dalam
1al in1 pemohon telah meninggalkan termohon serta melupakan pemenuban
cewajibannya sebagai suami yang batk dan setia terhadap istenn dan anak-anak yang
nasth di bawah umur.

----- Menimbang, bahwa ternyata mampu memperiithatkan dan membuktikan dalil-
lalilnya berupa lat-alat bukti yang diajukannya dan berdasarkan dengan

sertimbangan-pertimbangan majelis hakim, maka pemohonan pihak pemohon dapat

likabulkan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.
-— Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim
yerpendapat atau berkesimpulan bahwa kelangsungan hidup berkeluarga ( berumah
angga ) antara pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lag:, maka alasan
remohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon cukup beralasan
ebagaimana diatur dalam :
Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, { Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor [ Tahun 1974 )
Pasal 116 f Kompilast Hukum Islan di Indonesia ( Instruksi Presiden Republik
Indonesta Nomor 1 Tahun 1991 )
alam Rekonvensi
---  Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvens: penggugat

isteri ) sebagaimana diuraikan pada pertimbangan tentang duduk perkaranya .




----  Menimbang, bahwa penggugat dalan rekonvensi adalah merupakan termohon
lalam permohonan konvensi, dan pemohon ( suami ) dalam permohonan konvensi
nerupakan tergugat dalam gugatan rekonvensi.

—- Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab atas gugatan penggugat rekonvensi

ernyata sebagian diterima atau disanggupi tergugat ( suami ) masing-masing adalah_/ ,/

ebagai berikut : K

Yang disanggupi atau dimohonkan tergugat ( suami ) antara lain :

1.1 Bahwa tergugat bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak yang lahir
dari pernikahan antara tergugat dengan penggugat ( isteri ) yang bernama
Chani Delviro Nadya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri serta
penggugat dapat memberikan waktw/ kesempatan menjenguk anaknya
setiap saat.

1.2 Bahwa tergugat bersedia memberikan jaminan nafkah lampau kepada
penggugat dan anaknya sejak tanggal 7 Januari 1998 sampai perkara ini
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
sebanyak Rp. 200.000,- per bulan yang berarti 249 x Rp. 200.000,- adalah
Rp. 4.980.000,- ( empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah )

Yang tidak diterima atau tidak disanggupi tergugat karena di luar

kemampuannya antara lain :

2.1 Nafkah iddhah selama 3 ( tiga ) bulan sebesar Rp. 3.000.000.- ( tiga juta

rupiah )
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2.2 Biaya rumah sakit sewaktu persalinan anak pertama sebesar Rp.
1.500.000.- ( satu juta lima ratus ribu rupiah )
2.3 Biaya peralatan dan periengkapan sewaktu bersalin di rumah sakit sebesar

Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah )

L Menimbang, bahwa atas jawaban pihak tergugat ( suami ) tersebut, maka pihak
penggugat ( isteri ) menyatakan tetap pada gugatannya demikian pula dengan tergugat
etap mempertahankan dalil-dalilnya.

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah adalah
untutan penggugat dan kesanggupan tergugat bilamana pernikahan putus karena ikrar
lak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

{--- Menimbang, bahwa menurut hukum pihak tergugat bertanggung jawab atas
Paﬂ(ah isteri dan anaknya meliputi sandang pangan dan papan, biaya keschatan.

Mengenai posisi tergugat yang masih bergantung pada orang tuanya bukan

erupakan alasan untuk menghindar dari rasa tanggung jawab/ kewajiban terhadap
tert dan anaknya.
.- Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya jumlah tuntutan yang harus
itanggung oleh pihak tergugat, maka majelis hakim mendasarkan pertimbangan pada
sas kewajaran atau kepatutan menurut hukum.

.- Menimbang, bahwa jaminan nafkah lampau yang terhitung ke depan dengan
Pasaj perhitungan adalah Rp. 30.000.- per hari sejak perkawinan berlangsung selama
%0 hani dengan rincian perhitungannya 360 han x Rp. 30.000.- = Rp. 10.800.000,-

sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah ).
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----- Bahwa, mengenai kesanggupan tergugat ( suami ) memberikan jaminan nafkah
ampau sebesar Rp. 20.000,- per hari kepada penggugat ( isteri ) majelis hakim
erpendapat bahwa kesediaan tersebut adalah wajar dan termasuk di dalamnya biaya
tau ongkos persalinan penggugat ( isteri ) serta kebutuhan bayi dengan rincian
umlah biaya per harinya adalah sesuai dengan tuntutan penggugat , maka dengan
lemikian kewajiban tergugat ( suami ) memberikan nafkah lampau kepada penggugat
lengan perinciannya adalah 360 hart x Rp. 20.000 per hari = Rp. 7.200.000,- ( tujuh
uta dua ratus ribu rupiah }

---- Menimbang, bahwa tuntutan nafkah masa iddhah sebesar Rp. 3.000.000,-( tiga
uta rupiah } menurut hukum bilamana perkawinan putus karena permohonan
nengikrarkan talak, maka bekas suami wajib memberikan jaminan nafkah, maskan
an kiswah kepada bekas isterinya selama dalam masa iddhah ( pasal 149 haruf b
Fompilasi Hukum Islam ) dengan demikian alasan tergugat ( suami ) untuk tidak
rnemenuhi kewajibannya karena di luar kemampuannya adalah suatu alasan yang
ﬁdak sah menurut hukum, dan mengenai jumiahnya majelis hakim berpendapat wajar
ila menetapkan nafkah masa iddhah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).
--- Menimbang, bahwa tuntutan nafkah satu orang anak sebesar Rp. 200.000,- (dua

tus ribu rupiah ) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri adalah

erupakan tuntutan yang wajar dan berdasarkan hukum ( pasal 149 huruf d

ompilasi Hukum Isiam ) dengan demikian agar tergugat dapat memelihara dan

endidik anak tersebut dinyatakan ditolah karena tidak beralasan hukum. Mengenai

sarnya tuntutan tersebut majeiis hakim berpendapat adalah wajar apabila ditetapkan




esarmya nafkah anak yang bernama Chani Deviro Nadya sebesar Rp, 200.000,- per
ulan sesuai dengan tuntutan penggugat.
---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
naka majelis hakim mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat untuk sebagian dan
nenolak untuk selain dan selebihnya.
Jalam Konvensi dan Rekonvensi
--—-- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
987 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon
.onvens atau tergugat dalam rekonvensi.
. Amar Putusan
Setelah majelis hakim memeriksa, megadili perkara perdata ini selanjutnya
nempertimbangkan dan musyawarah untuk selanjutnya mengambil/ mengeluarkan
utusan sebagai berikut :
Palam Konvensi
‘. Mengabulkan gugatan rekonvensi termohon untuk sebagian ;
. Menghukum pemohon memberikan nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi
sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah } per hani selama 360 hari, rinciannya
360 hari x Rp. 20.000,- = Rp. 7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah ).

. Menghukum tergugat rekonvensi memberikan jaminan nafkah iddhah kepada

penggugat rekonvensi sebesar 1.500.000 - ( satu juta lima ratus ribu rupiah )




1. Menghukum pemohon memberikan nafkah anak yang bernama Chani Deviro
Nadya kepada penggugat sebesar Rp. 20.000.- ( dua puluh ribu rupiah ) per bulan
sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ( dewasa ).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

liperhitungkan sebesar Rp. 147.000,- ( seratus empat puluh tujuh ribu rupiah ).

. Komentar Penulis

Setelah penulis membaca atau mempelajai dan mencermati duduk
permasalahan, pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang memeriksa serta
nengadili perkara perdata tersebut yang memutuskan, menerima permohonan pihak

mohon dalam konvensi, mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonvensi, maka
nulis memberikan/ mengemukakan komentar sebagai berikut :

Terhadap Pertimbangan Hukum

Bahwa proses pemeriksaan perkara perdata ini yang melibatkan para pihak yakni

rmohon dan termohon dalam konvensi, dan pemohon menjadi tergugat rekonvensi
rta termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi adalah
emenuhi azas hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan
gama maupun lingkungan Peradilan Umum. Demikian pula proses pemeriksaan
dah sesuai dengan hukum acara perdata formil sebagaimana ditegaskan pada pasal

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi :




“Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu
permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara yang telah dipanggil ' ﬁ
menurut ketentuan yang berlaku™. ;
- Bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dikenal adanya
uatu azas yang menghendaki agar para pihak yang berperkara/ bersengketa maupun
najelis hakim vang memeriksa perkara perdata selalu mengutamakan azas
ederhana, cepat, dan biaya ringan.
Menurut hemat penulis proses pemeriksaan perkara perdata yang disoroti
alam tulisan ini majelis hakim telah menerapkan azas-azas hukum tersebut di atas di
nana sejak pemeriksaan hingga putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1A
Aakassar tepat pada waktunya dalam artian baik dari pihak yang berperkara maupun
najelis hakim telah berusaha menyelesaikan perkara ini dalam limit waktu yang tidak
erlalu lama.
—-- Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang diterapkan majelis
akim dalam perkara ini yakni apa yang dijadikan alasan-alasan pengajuan
rmohonan oleh pemohon sudah tepat dan beralasan menurut hukum. Dengan
emikian alasan-alasan yang diajukan termohon dalam rekonvensi menurut pendapat
nulis majelis kakim telah mempertimbangkan secara seksama.
--- Bahwa mengenai penerapan hukum materiil, maka menurut hemat penulis
wa menghadapi perkara seperti permohonan yang diajukan oleh pemohon in casu
lah didasarkan pada pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat ( 6 ) jo.

asal 131 ayat ( 4 ) Kompilasi Hukum Islam di mana dalam ketentuan perundang-
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ndangan tersebut menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan 1zin
erai talak, hanya saja baik para pihak maupun kuasa hukumnya kurang memahami
ecara mendetail dan utuh apa yang dijadikan dasar mengajukan permohonan cerai
alak melaiui  Peradilan Agama, schingga hemat penulis bahwa pihak pemohon
naupun kuasanya secara emosional mengajukan perkara tersebut sehingga tidak
untas apa yang dijadikan dasar tuntutannya. Bahkan pemohon dalam hal ini
nenclantarkan termohon dan anaknya yang sebenarnya merupakan tanggung jawab
emohon dalam memberikan nafkah lahir dan batin. Penulis berpendapat bahwa
uasa hukum pemohon maupun termohon seyogianya berada pada posisi aktuf
nenuntaskan perkara kliennya, sedang majelis hakim bersifat pasif menunggu reaksi
ari pihak pemohon utamanya sebab vang paling berkepentingan adalah pihak
emohon itu sendiri, termasuk menggunakan atau memanfaatkan tenggang waktu 6
enam ) bulan untuk mengucapkan ikrar taiak sesuai waktu sidang yang ditentukan
pajelis hakim.,
---- Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim in casu sesungguhnya sudah tepat
benar menurut hukum, namun penulis berpendapat kekeliruan yang mendasar
enurut hukum. Kekelirnan yang penulis maksudkan adalah di mana pada saat
ermohonan diajukan oleh pthak pemohon ke Pengadilan Agama Kelas [A
lakassar, pthak termohon berada dalam status hamil tua anak yang kedua yang
herupakn hasil ikatan pernikahan dengan pemohon. Oleh sebab itu seyogianya
hajelis hakim harus mempertimbangkan segala biaya-biaya untuk pemernksaan

esehatan secara rutin bayi dan ibunya termasuk gizi serta pembayaran rumah sakit
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ika termohon melzahitkan, maupun biaya hidup anak kedua nantinya atau paling tidak
najelis hakim mempertimbangkan permohonan pemohon sampar batas waktu
ertentu seperti yang diatur dalam pasal 153 huruf ¢ Kompiilasi Hukum Islam, yang
erbunyl sebagai benkut :

“Apabiia perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam

keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.

Penulis berpendapat mengapa majelis hakim tidak menerapkan aturan
erundang-undangan tersebut di atas guna memberikan jaminan kepada anak yang
kan lahir dari termohon terutama status dan kepastian hukum anak terhadap bapak
andung seperti anak pertama { Chani Deviro Nadya )

. Terhadap Amar Putusan

Bahwa amar putusan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap permohonan
emohon maupun gugatan rekonvensi yang diajukan pihak termohon dalam konvensi
;elaku penggugat sudah tepat dan tidak teriihat adanya kebijakan-kebijakan pada satu
fihak yang nota bene menurut hemat penulis amar putusan in casu benar-benar
idasarkan pada fakta-fakta hukum terbukti di dalam persidangan :

Bahwa mengenai pihak pemohon tidak mengucapkan ikrar talak bukanlah
kelemahan majelis hakim daiam penerapan hukum, tetapi menurut hemat penulis
itu bisa terjadi apabila pemohon ada beban yang harus ditanggung sepert :

1. Membayar nafkah lampau ( ganti rugi nafkah lampau )

2. Membayar nafkah iddhah selama 3 ( tiga ) bulan
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3. Memberikan atau menyerahkan Mut’ah ( pemberian suami yang mau
menceratkan isterinya )

4. Pemberian mas kawin

5. Pembagian harta bersama ( harta gono-gini di Jawa dan harta cakara di Bugis
Makassar )

6. Pembagian harta bawaan

~

Biaya pemeliharaan anak-anak sampai berumur 2! tahun atau sudah akad
nikah ( hidup mandiri )

. Selain apa yang diuraikan di atas ( point 1-7 ) karena pemohon tidak memenuhi
maksud penetapan/ putusan majelis hakim untuk meminta pemohon
mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di muka persidangan, maka
perkawinan kembali utuh dan pemohon bertanggung jawab atas segala urusan

keluarga ( rumah tangga ).
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4.1.1

1.43

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar atas
permohonan pemohon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
maka dalam tenggang waktu 6 ( enam ) bulan, hakim Pengadilan Agama
Kelas 1 A Makassar memanggil dengan sepatutnya pihak pemohon dan
termohon atau kuasanya untuk hadir mengucapkan ikrar talak di muka
persidangan, dan apabila waktu vyang telah ditentukan  tidak
dilaksanakan, maka perkawinan utuh kembali seperti keadaan semula.
Majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar dalam amar
penetapannya mewajibkan pemohon untuk membayar sejumlah uang
berupa nafkah lampu, nafkah iddhah terhadap isterinya, dan biaya-biaya
pemeliharaan, pendidikan ana-anak sampai mereka dewasa ( bisa berdiri
sendiri ).

Pemohon ( suami ) tidak konsekuen dalam menepati permohonannya
yakni memohon ke hadapan majelis hakim untuk mengucapkan ikrar
talak terhadap termohon ( isteri ) atas penetapan majelis hakim, di mana
pemohon melalaikan tanggungjawabnya sehingga merugikan termohon

dan anak-anak yang masih di bawah umur.
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Disarankan kepada para penegak/ fungsionaris hukum khususnya, dan
masyarakat pada umumnya, agar betul-betul memahami peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi penetapan atau
putusan majelis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
terutama pihak pemohon memenuhi kewajibannya untuk mengucapkan
ikrar talak melalui sidang pengadilan yang ditetapkan oleh majelis
hakim pengadilan agama kelas 1A Makassar.

Disarankan kepada pemerintah, khususnya majelis hakim pengadilan
agama kelas 1A Makassar agar menggambil inisiatif guna memanggil
pemohon guna memenuhi kewajiban dan tanggung jawab membayar
biaya-biaya yang menjadi hak termohon dan anak-anak yang masih di
bawah umur. Mengingat tidak adanya kepercayaan masyarakat
terhadap penegakan hukum, jika penetapan atau putusan majelis hakim
vang telah berkekuatan hukum tetap tidak dieksekusi/ dilaksanakan

secara berwibawa, tegas dan demi keadilan.
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UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
FARKULTAS : 1HTUKUM
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UNIVERSITAS “45” MAKASSAR

FAKULTAS HUKUM

Nomor A23/FTH)-45/1X72003

Lampiran

Hal Permintaan Kesediaan
Memadi Pembimbing

Kepada

Yth,

> g

Makassar, 24 September 2003

Bapak Iif. A, 'Fabir Hamid, S.H

N
Makassar

Pengan hormat,

Schubungan dengan penyelesaian tugas akhir mahasiswa Fakultas
Hukam Universitas “457, maka dengan mi kami sampatkan bahwa

mahasiswa

Nama

No. Sth/Nirm
Program Kekhususan
Judul Skripsi

Matius Patumba

4501060082

Hmu Hukum

Putusan Cerai yang telnh Berkekuatan
Hukum Tetap Mentah Kembali (
Studi  Kasus  Terhadap  Putusan
Pengadilan Agama Kelay 1A
Makasyar )

Akan melakukan penclitian dan penulisan bukum dalam bentuk
skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas. Untuk maksud
teescbut, kami mengharapkan kiranya Bapak berswedia menjadi
pembimbing dalam penclitian dan penulisan skripsi ini.

Demikian, atas kerjasamanya yang hajk/

o]
N

etua Bagian,
rsip.

” " » .‘}.*
/ '.;'ru‘r TR o "
"\ BT ,7'

. siah R., SI11.,M§t




NIVERSITAS “45” MAKASSAR
IFAKULTAS HUKUM

Makassar,4 Oktober 2003
da
Dekan Fakultas Hukum
Universitas “45"
Di

Makassar
Dengan hormat,
Berdasarkan Surat Dekan No. A23/FH/U-45/IX/2003 Tanggal 24

September 2003, perihai permintaan kesediaan menjadi pembimbing
dalam penelitian dan penulisan hukum ( skripsi ) mahasiswa tersebut

di bawah ini :

Nama :  Matius Patumba

No.Stb/Nirm ;4501060082

Program Kekhususan  :  limu Hukum

Judu! Skripsi Putusan Cerai yang telah Berkekuatan

Hukum Tetap Mentah Kembali ( Studi
Kasus Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Kelas 1A Makassar )

Maka dengan ini kami menyatakan. £~ (.. untuk menjad
pembimbing dalam penelitian dan penullsan Skl‘lpSl tersebut,

Demikian, atas kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

N
Kmm Kami, /

H. A. Tahir Hamid,S.H

atan/Saran :




IVERSITAS “45” MAKASSAR
\KULTAS HUKUM

Makassar, 5 OQktober 2003

ada
Dekan Fakultas [Tukum
Universitas “45”
Di
Makassar
Dengan hormat,
Berdasarkan Surat Dekan No. A23/FH/U-45/1X/2003 Tanggal 24
September 2003, perihal permintaan kesediaan menjadi pembimbing
dalam penelitian dan penulisan hukum ( skripsi ) mahasiswa tersebut
di bawah ini :
| Nama : Matius Patumba
No.Stb/Nirm - 4501060082
Program Kekhususan :  Ilmu Hukum
Judul Skripsi - Putusan Cerai yang telah Berkekuatan

Hukum Tetap Mentah Kembah ( Studi
Kasus Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Kelas 1A Makassar )

Maka dengan ini kami mcnyatakan..é@.—(ﬁéﬁ‘(&m. ... untuk menjadi
pembimbing dalam penelitian dan penulisan skripsi tersebut.

Demikian, atas kerjasamanya yang baik, kami uczyw\crima kasih.
H mi,
1 i~
Hamzah Taba,S.H

tatan/Saran :




Mukassar. 23 Descmbher 2003
or: A 20 /U/U-457X0/2063

» Undangsm semisr Fropoeai

: Bapalvlbu
Di
Makassnar

Dongan hormat,

Donpan i deani mengonding Bapsk/Ibn otk berpwtinipasi sebagai
peaguji/penanggao  peminne proponnl  wkrioai  snnhamiowa program Sirata Saf
(S1) uatul muhnaiswn elas asinn

Ninr : Mot Fatimlin
w0, o AMINS008R
Minat : Huokum Pepdita

Judul Skripst ;. Pulean Coerai g Herkewonatan Vhibum Tetass Menteh Kembali
p } & 1

Hari/Tanggal :  Senin, 29 Descmber 2003
Waktu D 09.00 - pulesat
Tempat : Ruang Sominmuy

Ponpgupv/Pomminuap
Kelun LA Pubur Tamid, SE1
Anggota 1. Uamesh ‘fatn, 811
2. Kansilmiah, ST MI7,
3o i I Baka, S0

Sckeeluris 0 T hwnzad Tabsr, SH,

Dermikian undangan i, atas portintion Bapah/ibu diucephkan terima kasih,

buwna :
. Reltor Universiinag <45

2. Pembantu Rektor | Universitng <45

Arsip
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\ E v R R AT SRR DAY A1 7))

M L LTI SN Y R
Muknsanr, Jdannnre g 2004
Nomor (DL -5/ 2004
lanpiran -

Perihal :Pengantar Penelitian

Fopada Yth. ; KEPALA FESATUAN BANGHA PROPINSI SULAWESI SELATAN
Dl
MAKASSAR

Dengun honnat,

-

Seimbungan  dengan  kogintan penelilian dan penulivan  ilminh mnahasiswa
Fakultas  Hukum  Usiversilas  “45°  jyaka dismupadon  Lshwa mahasiswa
alas uama;

A .

\“‘ ‘J.

l‘ -

Nama MO b e %“

Neomor Stb o huotor npag

Program Studi : It Thidawn

““uia“ : Thidevin 1ot

Indul Skeipei ey Fog Todnb Bericelkont an Hygloom Telap
Metibiah Kaomla) g ( Dol Koy Terhieap Putiiann
PongaedUan Apoasy 1] s YA Moo h]

Akan metadadem pongupulan data ‘infornne pada:
1. Penradil:n Apamn Ketos TA Mok amnT

2

3

4

Untuk makewd torsebut, kissyn mudiwiswa bersmnghuto dupit diberikan data

yung berkaitan dengan judul skripsi,

Demikian, utan batuan ddan kes jasama yug bak, scbehunnys  disunspaikan
terima kanih.

Tembuaan ;
I.Rektor Universitas 45"
2Argip.




PEMERINTAN PROPINSI SULAWES] SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

FAT AR VI SEINKOTT AR O NG) YL 0y SO0 ISR
AEALOANS AR 190 1y

| ) ..
Namaor O'rn/?)(f ~-111/1KB-585, Nokiveing €, Januart 2004.
Sela - Biana, *
[ . v padas
HINTRTET
| Panhal 1z1n Menelitian, Yih  KETUA PENGADILAN AGAMA
KIFLAL 1A MAKALGAR
| - "I “m A k A5 54 R,
veckroa laom Mo

* Penel it ian

eknn Fakul Lan Hukum UnivdTOTTOA ™5™ Makassar -
No.D.115/FII/U-45/X11/2004 tanpgal ? dnpuapy 2004,
I

Preapanr e dvannpakan bepada Sonndiea Dol sy el dv basval an

Nama ) MATLILS DPATUMBA

Fempat/ Bmppeal Talim Tator, 09 Mel 1957

Jems Kelamim | skl - laks

Pehennah Mah. #ak. Hukum Univ, "44%" Makananr

Alamal : JL. Pampang 2 Lr.7 NoYA Makassar.

Foerniihaind shan ienpadak o penel i tino i Phcraly 4 loesteenea Sonslacy: danl avme=

r.‘nnﬁka enyusunan sk rlipnil degran Judal
MPENETATAN CERAT YANG TELAN BRRKE UATAN HUKUM PETA* MENTAN KFMHALI®™.
( stud!l Kaaup techadap Putusan P'engadilan Agama Kelas 1A Makaogar ).

Selata 2 {dun) bulan tmt.6 Jan. 2004 nfd 6 Maret 2004

I'l‘ll‘,"l.l-.lll"rlll“_i'||:! ’ '[‘_[(]ah nd“.

sehubungan deapan lol tevehnt disitis podi pricsipns ki dapat menyetapi keyaatan (erseli
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« Dekan Fak, Hukum Uni:;/}4b“ Mha.

» 8dr, Matiua Patumba
"Arael p.




1

Responden :

- Panitera

Koesioner :
hlah perkara permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat yang didaftarkan pada
hgadilan Agama Kelas IA Makassar :

i
! ‘
L

999 20600 2001 2002 2003

| g | [

=2 E | ! = l = .
s . v e_ el E__ 3.5l Eo. . 2.0 By
S$3 0232l 283 | £8% . 933 2i% | 353 |43 35k
ERON Eu:—- 203 E“": RSN E o= FoZ o+ ERVEG

i

| |

: !

.' |

nlah perkara permohonan cerai talak dan gugatan
gadilan Agama Kelas IA Makassar :

ceral gugat vang diputus pada

P99 2000 2001 2002 2003
= = = =
g_- | §_. | .= TS TELY =Y [ & .. | S-=
5 B & 28z = E & 285 % E £E= E & Z283 5 E %
o @ 3 -y o) & o T ou g B2 S = =28 §.|‘-J = = W=z a,.a =
29T Eu= R Eo= 293 EVE 2UC EY= 298
ot a3 St 17} ' 5 S [ e’
ja™ = = =

]

k tahun :

H]lah putusan perkara cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak ikrar

h99 ]

2000

| 2001 [ 2002

2003

1

%
|

Eah perkara permohonan cerai talak yang memohon pemeriksaan tingkat banding
Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan, tahun :

b99 2000 | 2001 2002 2003 ﬁ
Makassar, 2004
Responden,
e )

- Matius Patumba
- 4501060082




PEMBUATAN ANGKET/ QUESIONER
esponden

- Hakim pada Pengadilan Agama Kelas |A Makassar
Quesioner Terbuka :
h perbedaan antara istilah permohonan cerai talak dengan gugatan cerar gugat ?

kah semua permohonan cerai talak”;ﬁuf)un gugatan cerai gugat selalu dikabulkan
jclis Hakim pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar ?Tolong dijelaskan !

kah dibenarkan masvarakat vang memeluk agama Islam mengajukan permohonan
i1 talak dan gugatan cerail gugat pada Pengadilan Negeri setempat ? Di mana dasar
umnya ?

== -

T

nkah semua putusan cerat talak yang telah berkekuatan hukum tetap selalu ikrar ta'lﬁ B "',' .
i ada vang tidak mengucapkan ikrar talak ?

tkah penyebabnya sehingga E\;rajiban pthak pemohon mengu(;ﬁkgl_l’ ikrar talak
k terlaksana di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar ?

hkah sebelum ikear talak, pihak Pengadilan Agama Kelas [A Makassar memanggil
hohon (suami) dan termohon (istri} untuk ikrar atau tidak ?

- RSN . N ST — = e e —_

pkah tidak ada sanksi té?h—adap pemohon yang tidak bersedia mengucapkan ikrar
k di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar ?Diatur di mana ?

bila ada penghukuman pembayaran sejumlah uang dari pemohon kepada termohon,
tidak dipenuhi pemohon, dapatkah harta benda pihak pemohon disita ? Siapa yang
Lvenang untuk memerintahkan pentitaan tersebut ? Diatur di mana ?




tuk dan jenis penghukuman apa sajakah yang dapat dilakukan kepada pihak
ohon yang tidak melaksanakan kewajibannya mengucapkan ikrar talak di
gadilan Agama Kelas [ A Makassar ?

am amar putusan, Majelis Hakim terkadang memakai istilah “penetapan™ apa
nya istilah tersebut ?

ikah ada perbedaan prinsipil antara putusan dan penetapan ? Kapan digunakan
ah tesebut ?

\kah ada tenggang waktu vang diberikan kepada pemohon (suami) untuk
agucapak ikrar talak, sejak kapan, berapa lam tenggang waktunya ? Diatur di mana?

lai kata pemohon tidak mengucapkan ikrar talak, sedangkan perkara perceraian
ebut telah memakan waktu dan biaya yang besar bagi temohon, bagaimana
1mbangan hakim Pengadilan Agama Kelas [A Makassar ?

point 13 di atas, tersimpul bahwa jika permohon tidak mengucpkan ikrar talak,
<a pemohon tetap menjadi suami sah termohon. Apa sanksinya jika pemohon tidak
nenuhi kewajibannya ?

Makassar, 2004
Responden,

Matius Patumba
k 4501060082




PENGADILAN AGAMA KELAS TA
MAKASSAR

JAL AN PERINTIS B EMERDERKAANM KM. 14 DAY A MAKASSAR

SURAT KETERANC AN
Nomor: AL TPOT.003067.7000

Yang bevtanda tangan < Daswah i, Panitcraschictans Pongadifan Apaina

raknsu;n' Kelas LA, mencranghan hatiwvas

NNama SMATTILES PATUMBA

N M S SHOOO0K 2

Program Stud - Tt Hlukum Strata Siou

Jurusaan < T Takum

Pekerjaan Nahasiswa Fak. Hukoam Ui 45 NMakassar
Alamal M Uampang, 2 1as 7 Noo S NMakassar

Judud Skvipse Tests
“PENKAVAPAN CERAL YANG  TELAI
BERKEKUATAN  THUKUM CTETAP MENTAIL
(NEDLS TR
Hoemar el sioneadaloan Ponclitan ds Tantos Pengaditan Apama Makassal
[ clas 1AL muodai tanpeal B2 Sanuan 20 st dengan tanggal 12 Feb i JOOH.
Diemihian sural hetorangan mi diberihan hepadin vang borsanphulan untuk

fipcrpunakan seperlinya.

Kakassar, 1.2 Pebruan 2001




